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ABSTRAK 

Penelitian dalam bentuk skripsi ini berjudul ‚Tinjauan Hukum Pidana 

Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang Tindak Pidana Penggunaan Golongan 1 

(satu) terhadap orang lain‛, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 

bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain dan bagaimana analisis hukum pidana 

Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag dan data sekunder yang diambil dan diperoleh dari 

buku, jurnal, dan beberapa karya tulis yang membahas tentang tindak pidana 

narkotika. Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis 

dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan data yang lengkap dan 

sistematis dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sanggau No: 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain, yang kemudian dianalisis dengan hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif.  

Proses penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada pertimbangan hukum 

hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/PN.Sag, 

terdakwa diberi sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda 

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dengan 

mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga yaitu pasal 116 ayat 1  UU No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdapat keadaan yang memberatkan 

dan meringankan terdakwa. Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk 

mengobati istrinya.  Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan keadaan yang 

memberatkan serta meringankan terdakwa, hakim tidak menemukan hal-hal yang 

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar 

maupun alasan pemaaf. Tindak pidana penggunaan narkotika golongan 1 (satu) 

terhadap orang lain termasuk dalam jarimah ta’zi@r. Perbuatan terdakwa telah 

memenuhi unsur-unsur jarimah dan dapat dijatuhi hukuman karena diantara 

syarat penggunaan barang yang memabukkan sebagai obat, terdakwa tidak 

menggunakannya berdasarkan resep atau rekomendasi dari seorang dokter 

muslim yang terpercaya baik dari segi agama maupun pengalamannya sekaligus.  

Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan kepada para hakim 

dalam memutus suatu perkara agar lebih aktif dalam mempertimbangkan suatu 

perkara, serta diharapkan kepada menteri kesehatan dan lembaga ilmu 

pengetahuan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui manfaat yang 

terkandung dalam ganja. Mengingat bahwa dasar pembentukan Undang-Undang 

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan 

narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan 

adiktif lainnya, yang meliputi zat alami maupun sintesis dan apabila di 

konsumsi dapat menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta 

menimbulkan ketergantungan.
1
 Secara etimologi istilah narkotika berasal 

dari kata narke (bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati 

rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi.
2
 

Definisi narkotika dapat kita temukan dalam ketentuan umum UU 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 menyebutkan bahwa, 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa  nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 

Undang-Undang ini.
3
 

Menurut Abdul Wahib, narkotika adalah semua zat, baik alami 

maupun sintesis, yang apabila dikonsumsi maka akan menimbulkan efek 

antara lain, menurunkan kesadaran, menciptakan rasa tenang, kantuk, 
                                                           
1
 Holil Soelaiman, Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,  (BNN RI: t.tp, 2006), 31. 

2
 Irwan Jasa Taringan, Narkotika dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 22. 

3
 Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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terangsang, atau khayalan, dan apabila zat tersebut dikonsumsi secara terus 

menerus maka akan menimbulkan ketergantungan.
4
 

Menurut istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat 

menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau 

alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor 

yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau 

kecanduan. 
5
 

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah mencapai pada 

tingkat yang memprihatinkan. Tidak hanya di kota-kota besar saja, 

penyalahgunaan narkotika sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh 

wilayah Republik Indonesia. 

Tabel No. 1 Data Hasil Survei 2017 

Proporsi Jumlah Penyalahguna Narkoba 

 

 

Sumber data: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 

di 34 Provinsi Tahun 2017, BNN dan UI. 

                                                           
4
 Abdul Wahib, Pelajar Indonesia Anti Narkoba, (Semarang: Erlangga, 2016), 17. 

5
 Fransiska Ovita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan  

Penanggulangannya”,  Jurnal Hukum, No. 1, Vol XXV, (April, 2011), 441. 
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Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI 

pada tahun 2017 menunjukan bahwa, jumlah penyalahguna narkoba di 

Indonesia selama satu tahun terakhir telah mencapai 3.376.115 orang.
6
 

Menurut David Hutapea selaku Kasi Media Konvensional Deputi Bidang 

Pencegahan BNN,  jumlah prevelensi pengguna narkoba dari tahun ke tahun 

kian meningkat. Pada tahun 2016, jumlah prevelensi penyalahguna narkoba 

hanya sekitar 0,02% dari total penduduk Indonesia dan pada tahun 2017 

jumlah prevelensi penyalahguna narkoba meningkat menjadi 1,77%.
7
  

Peredaran narkoba yang semakin marak dan tidak terkontrol lagi 

membuat para penduduk dapat dengan mudah mendapatkan barang haram 

tersebut dari bandar atau pengedar narkoba. Data gabungan dari BNN, 

POLRI, Bea dan Cukai pada periode Januari hingga Desember 2017 

menyatakan bahwa, dari kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh aparat 

penegak hukum dalam kejahatan narkoba telah menyita sejumlah barang 

bukti berupa Ganja seberat 151,22 Ton, Shabu seberat 4,71 Ton, dan Ekstasi 

sebanyak 2.940.784 butir (627,84 Kg).
8
 

Ganja merupakan jenis narkotika golongan I yang cukup populer dan 

banyak diedarkan serta dikonsumsi oleh para penyalahguna narkotika. 

Berdasarkan hasil survei BNN dan UI pada tahun 2017, jumlah penyalahguna 

ganja mencapai 1.742.285 orang. 

                                                           
6
 BNN dan UI, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017, 28. 

7
 Tribun News, “Waspadalah 11.071 Orang Indonesia Meninggal dalam Setahun Gara-gara 

Narkoba”,m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/03/19/waspadalah-11071-orang-indonesia- 

meninggal-dalam-setahun-gara-gara-narkoba?page=2, diakses pada 15 November 2018. 
8
 BNN, Press Release Akhir Tahun 2017 Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba, (Jakarta, 27 

Desember 2017), 2. 
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Tabel No.2 Estimasi Jumlah Penyalahgunaan Narkoba menurut 20 Jenis 

Narkoba yang paling banyak dikonsumsi pada tahun 2017 

 

 

Ganja merupakan tanaman perdu dengan daun menyerupai daun 

singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu. Tanaman ganja banyak tumbuh 

di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 

Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain
9
 Penyalahgunaan ganja 

dapat menimbulkan efek negatif bagi tubuh, misalnya memunculkan rasa 

gembira tanpa sebab, ketakutan dan kecurigaan berlebih, halusinasi, jantung 

berdebar, dan mulut kering.
10

 

Selain menimbulkan efek negatif bagi tubuh, terdapat banyak 

permasalahan yang timbul sebagai dampak penyalahgunaan narkotika. 

Secara ekonomis penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerugian 

biaya yang sangat besar, baik terhadap pelakunya maupun terhadap 

                                                           
9
 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (t.tp: Erlangga, 2010), 

12.  
10

 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan, 

(Bandung: t.p, 2004), 47. 
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perekonomian nasional. Untuk memenuhi ketagihannya akan narkotika, 

pelaku harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli narkotika yang 

harganya sangat mahal. Perekonomian nasional juga dibebani oleh biaya 

pencegahan penyalahgunaan, penegakkan hukum, dan operasi pemberantasan 

pengedaran gelap narkotika. Sementara itu, masyarakat juga harus memikul 

beban biaya sosial dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dalam bentuk meningkatnya tindak kejahatan, pemutusan 

hubungan kerja dan menurunnya produktivitas nasional.
11

 

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 

menunjukkan bahwa, jumlah kerugian sosial ekonomi akibat penyalahgunaan 

narkoba di Indonesia mencapai 84,7 triliun.
12

 Tidak diragukan lagi, bahwa 

penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi 

perekonomian negara. Dampaknya yang dirasakan oleh semua rakyat dapat 

mengakibatkan negara menjadi terbelakang, dan lemah.
13

 

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak agama dan keimanan 

seseorang. Di jelaskan dalam syariat Islam bahwa akal manusia merupakan 

anugerah Allah SWT yang harus dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. 

Disaat seseorang minum khamr atau menyalahgunakan narkotika, maka 

berkuranglah kesempurnaan imannya, karena iman menuntut seseorang 

untuk meninggalkan maksiat. Hal tersebut tampak jelas dari perilaku 

pecandu  narkotika yang sudah tidak malu-malu lagi menerjang norma 

                                                           
11

 Holil Soelaiman, Komunikasi Pencegahan..., 1. 
12

 Badan Narkotika Nasional dan Universitas Indonesia, Survei Nasional...,  43. 
13

 Al Ahmady Abu An Nur, Ihdzaru Al Mukhaddiraaat, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: 

Darul Falah, 2000), 67. 
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agama, norma susila, norma adat, dan juga norma hukum yang ditetapkan 

oleh pemerintah seperti melakukan pecurian, perkelahian, pemerkosaan dan 

perbuatan tercela lainnya yang menjadi bukti atas pelanggaran terhadap 

ajaran agama Islam.
14

 

Dari sinilah, Islam memerintahkan pemeliharaan akal dan melarang 

pelanggaran dalam bentuk apapun terhadapnya, atau melarang apa saja yang 

membuatnya rusak dan fungsinya berkurang. Ini semua dalam rangka 

memuliakan manusia, melebihkan mereka, dan menjunjung kemaslahatan 

umum yang menjadi pijakan kehidupan manusia. Kemaslahatan-

kemaslahatan umum tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga 

akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.
15

 

Selain menimbulkan dampak destruktif, disisi lain narkotika 

merupakan obat yang bermanfaat dan diperlukan dalam bidang pengobatan 

maupun ilmu pengetahuan. Narkotika biasanya digunakan sebagai obat 

batuk, sakit kepala, insomnia, dan bermanfaat untuk pembiusan pasien yang 

akan dioperasi.
16

 

Kebutuhan ganja sebagai salah satu obat dalam dunia medis sudah 

ada sejak berabad-abad lalu. Selain digunakan untuk pengobatan juga dapat 

dipakai dalam ritual keagamaan, sosialisasi, maupun untuk tujuan mencari 

kesenangan.
17

  Pakar obat-obatan Shen Nung dari Cina memanfaatkan ganja 

                                                           
14

 Abdul Wahib, Pelajar Indonesia..., 86. 
15

 Al Ahmady Abu An Nur, Ihdzaru..., 2. 
16

 Abdul Wahib, Pelajar Indonesia..., 2. 
17

 Flavianus Darman, Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba, (Tanggerang: Visi Media, 

2006),13. 
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untuk keperluan pengobatan. Misalnya, untuk mengobati kelemahan, 

rematik, nyeri, dan malaria. 
18

 

Pengaruh ganja juga telah menembus ke kampus Universitas Oxvord. 

Dua sosok guru besarnya John Hopkins dan Sir William Osler, menyebutkan 

bawa ganja mungkin merupakan suatu ramuan yang paling memuaskan 

untuk mengobati penyakit migren (sakit kepala sebelah).
19

 Para peneliti 

menemukan komponen zat aktif dalam ganja yang kemungkinan bisa 

membantu pengobatan. Komponen itu ialah senyawa kimia yang disebut 

cannabinoid. Zat tersebut konon bisa membantu menyembuhkan dan 

mengurangi gejala penyakit tertentu seperti radang usus, kanker, juga dapat 

meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV AIDS, hepatitis C, gangguan 

stres, pascatrauma, glukoma, epilepsi, dan beberapa penyakit lain. 
20

 

Pada atikel yang berjudul ‚The Brain’s Own Marijuana.‛ pada 

majalah Scienfic Amerika, Inc yang ditulis oleh Nicoll dan Alger pada tahun 

2004 menjelaskan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat  yang 

berfungsi sama dengan THC (Tetrahydrocannabinol), yakni zat psikoaktif 

utama yang dikandung dalam ganja. Zat hasil produksi otak ini diberi nama 

endcannabinoid, yang berperan dalam hampir semua proses fisiologis 

manusia.
21

 

                                                           
18

 M Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol..., 45. 
19

 Ibid., 46. 
20

 Enik Isnaini, “Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan menurut Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika”, Jurnal independent, No. 2, Vol 5,  hal 50. 
21

 Mohammad Darry Abbiyyu, “Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusatara dalam Memperjuangkan 

Legalisasi Ganja di Indonesia”, Jurnal Politik Muda, No. 3, Vol. 5, (Agustus-Desember, 2016), 

303. 
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Saat ini 14 Negara di dunia dan 32 Negara Bagian dan Distrik 

Columbia di Amerika Serikat sudah melegalkan konsumsi terhadap ganja, 

baik untuk dikonsumsi yang ditekankan pada kepentingan medis atau 

rekreasional.
22

 Hal tersebut sangat berlainan dengan ketentuan hukum di 

Indonesia. Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika 

menjelaskan bahwa, tidak semua jenis Narkotika diperbolehkan untuk 

digunakan dalam pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa, 

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. 

Adapun contoh dari narkotika golongan I yaitu Heroin, Kokain, dan Ganja. 
23

 

Penggunaan dan pemanfaatan narkotika tanpa pembatasan dan 

pengawasan yang sesakma dan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku merupakan suatu tindak kejahatan.
24

 Tindak pidana 

narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. Sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak 

dijelaskan secara eksplisit didalam Alquran maupun Hadis. Para ulama masih 

berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Ada yang berpendapat bahwa 

sanksi penyalahgunaan narkotika adalah ḥadd dan ada pula yang berpendapat 

bahwa sanksinya adalah ta’zi@r.25
 

Tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana secara 

otomatis dapat dijatuhi hukuman. Terdapat beberapa alasan yang dapat 

                                                           
22

 Wurgan Rahadian, “Perilaku dan Motivasi Mengonsumsi Cannabis sebagai Pengobatan 

Alternatif: Studi Kasus Jamak-Terpusat”, (Skripsi -- Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta 2017), 2. 
23

 A.R Sujono dan Bony Daniel, Komemtar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 72. 
24

 Ibid., 10. 
25

 Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 177. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 
 

 

dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana 

kepada terdakwa.
26

 Daya paksa atau overmacht merupakan salah satu bagian 

dari alasan penghapus pidana. Daya paksa  (overmacht) diatur dalam Pasal 

48 KUHP yang menjelaskan bahwa ‚barangsiapa melakukan perbuatan 

karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.‛  Para sarjana hukum membagi 

daya paksa menjadi 3 bagian yaitu daya paksa absolut, daya paksa relatif, 

dan keadaaan darurat.
27

  

Menurut hukum pidana Islam, dasar penghapusan hukuman (raf’il 

‘uqūbah) dapat disebabkan oleh sifat (keadaan) tertentu yang ada pada diri 

pelaku. Pelaku sebenarnya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

syara’ dan dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan 

karena adanya sifat (keadaan) tertentu yang ada pada diri pelaku sepeti, 

paksaan (daya paksa / keadaan darurat), mabuk, gila, dan dibawah umur
28

 

Dasar hukum mengenai adh-ḍaru@ra@h (keadaan darurat) telah di 

jelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 173 dan al An’am ayat 119 yang 

berbunyi : 

                               

                     29
 

 

Artinya: ‚Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan 

                                                           
26

 Laden Marpaung, Asas-Asas Hukum Pidana, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50. 
27

 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 366. 
28

 Ibid., 353. 
29

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya (Semarang: Cv Asy  

Syifa‟, 2001), 57. 
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terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak 

(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ (al-Baqarah ayat 

173) 

 

                                

                                  

      30
 

 

Artinya: ‚Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang 

yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, 

padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa 

yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 

memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar 

benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 

tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang melampaui batas.‛ (al An’am ayat 119) 

 

Terdapat kaidah yang dikemukakan oleh para ulama mengenai 

keadaan darurat, yaitu: 
31

 

  لمحرْظرُورْ رَ ا  رُ رِ رْ رُ   الضَّ رُ رْ رَ ارُ 

 

‚Kedaruratan membolehkan yang haram‛ 

Teori mengenai keadaan darurat sebagai sebab-sebab penghapusan 

hukuman tersebut tampaknya sangat menarik jika dikaitkan dengan putusan 

Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.  

Pada tahun 2017, berita Nasional telah dihebohkan oleh seorang 

warga Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang bernama Fidelis 

Arie Sudewanto. Fidelis menggunakan ganja kepada istrinya yang sedang 

                                                           
30

 Ibid., 300. 
31

 Hasbiyallah, Ushul Fiqh Metode Intinbath dan Istidlal, (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 

2013), 56. 
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menderita penyakit kista sum-sum tulang belakang. Fidelis meyakini akan 

manfaat ganja tersebut sebagai pengobatan penyakit istrinya berdasarkan 

artikel, buku, dan keterangan salah seorang termannya di Internet. 

Sebelumya Fidelis telah membawa Istrinya ke berbagai tempat untuk 

melakukan berbagai metode pengobatan baik secara medis maupun 

alternatif, namun kondisi kesehatannya tidak kunjung membaik bahkan 

semakin memburuk hingga mengalami lumpuh dibagian seluruh tubuh dan 

kesulitan untuk makan dan minum, sementara dari pihak Rumah Sakit 

sendiri sudah tidak ada lagi penanganan medis yang dapat dilakukan.
32

  

Berdasarkan perbuatannya tersebut, Fidelis dijatuhi hukuman 

berdasarkan pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan pidana 

penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu 

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
33

 

Permasalahan di atas, tentu sangat menarik untuk dilakukan 

penelitian. Oleh sebab itu, skripsi ini akan berusaha meneliti mengenai 

‚Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang Tindak 

Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (satu) terhadap Orang Lain.‛  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum 

yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam menyelesaikan 

                                                           
32

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. 
33

 Ibid. 
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perkara  No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan 

narkotika golongan I terhadap orang lain telah sesuai dengan hukum pidana 

Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dengan meninjau dari segi 

konsep keadaan darurat sebagai alasan penghapusan hukuman menurut 

hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana 

tersebut. 

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasakan latar belakang di atas, penelitian ini  menemukan 

permasalahan dan mengidentifikasikan permasalahan tersebut sebagai 

berikut: 

a. Penyebaran narkoba di wilayah Republik Indonesia. 

b. Dampak buruk penyalahgunaan narkoba. 

c. Penggunaan narkotika (ganja) sebagai pelayanan kesehatan. 

d. Analisis putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan 

Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

e. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana 

penggunaan Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain. 
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2. Batasan Masalah  

Penelitian ini membatasi kajian masalah terhadap hal yang sesuai 

dengan judul penelitian. Kesesuaian judul yang diperoleh dari batasan 

masalah diatas adalah: 

a. Analisis putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan 

Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

b. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana 

penggunaan Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 

utama penelitian, maka penelitian ini memfokuskan pada masalah : 

1. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana 

penggunaan Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 
34

 

Penelitian yang mengkaji mengenai narkotika bukan merupakan topik 

baru. Penelitian tentang penggunaan narkotika memang cukup banyak dan 

beragam. Ada banyak buku, jurnal, dan laporan lain yang membahas 

mengenai narkoba atau narkotika.  

Terdapat banyak buku yang mengkaji mengenai narkoba atau 

narkotika, misalnya: 

1. Abdul Wahib, Pelajar Indonesia Anti Narkoba, Semarang: t.p,  2016. 

2. Al Ahmady Abu An Nur, Ihdzaru Al Mukhaddiraaat, diterjemahkan oleh 

Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000. 

3. Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap 

Penyalahguna Narkotika, Yogyakarta: Deepublish, 2017. 

4. Flavianus Darman. Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba, 

Tanggerang: Visi Media, 2006. 

5. A.R Sujono dan Bony Daniel. Komentar dan Pembahasan Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2011. 

                                                           
34

 Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 

Skripsi,  (Surabaya: ttp., 2015), hal 8. 
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6. Holil Soelaiman, Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 

t.tp: BNN RI, 2006. 

7. Irwan Jasa Taringan, Narkotika dan Penanggulangannya, Yogyakarta: 

Deepublish, 2017. 

8. M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, 

Mengatasi dan Melawan, Bandung: t.p, 2004. 

9. Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, 

t.tp: Erlangga, 2010. 

Selain buku yang mengkaji tentang narkoba atau narkotika, juga 

terdapat beberapa jurnal yang mengkaji mengenai narkoba atau narkotika, 

diantaranya adalah: 

1. Fransiska Ovita Eleanora, ‚Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta 

Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya‛,  Jurnal Hukum, No. 1, Vol 

XXV, April, 2011. 

2. Enik Isnaini, ‚Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan menurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika‛, Jurnal 

independent, No. 2, Vol 5. t.t. 

3. Mohammad Darry Abbiyyu, ‚Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusatara 

dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia‛, Jurnal Politik 

Muda. No. 3, Vol. 5, Agustus-Desember, 2016. 

4. Vivi Arianti, ‚Kedudukan Korban Peyalahgunaan Narkotika dalam 

Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam‛,  Al-Manahij, No. 2, 

Vol XI, Desember, 2017. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 
 

 

Berbagai buku dan jurnal tersebut dapat memberikan referensi yang 

berbeda, baik dari objek maupun fokus penelitian. Hal ini juga dapat 

dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut: 

‚Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penjual 

narkotika golongan I berupa sabu-sabu: studi putusan Pengadilan Negeri 

Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj‛ merupakan skripsi tahun 2018 

yang ditulis oleh I’anatul Muhimmah. Skripsi ini lebih menfokuskan pada 

analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 

Lumajang yang menjatuhkan pidana denda dibawah ketentuan denda 

minimum terhadap pelaku tindak pidana penjual narkotika golongan 1 

berupa sabu-sabu. Selain itu skripsi tersebut juga meninjau sanksi tindak 

pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu dari segi Tinjauan 

Hukum Pidana Islam.
35

 

Skripsi yang ditulis oleh Heny Rachmawati, 2018 ‚Tinjauan Hukum 

Islam terhadap penggunaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika.‛ Skripsi meninjau mengenai penggunaan narkotika untuk 

pelayanan kesehatan berdasarkan UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

                                                           
35

 I‟anatul Muhimmah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penjual 

narkotika golongan I berupa sabu-sabu: studi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 

301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.” (Skripsi--Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 

2018). 
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dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan narkotika untuk 

pelayanan kesehatan.
36

 

Selanjutnya skripsi  tentang ‚Analisis Hukum Pidana Islam dan Sema  

No. 4 Tahun 2010 terhadap penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam 

bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri: studi putusan No 

3/Pid.B/2015/PN.NSB.‛ skripsi tahun 2017 ini ditulis oleh Dwiki Fahrul 

Hidayat. Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada kriteria penyalahgunaan 

narkotika dan menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga 

rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dengan pertimbangan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.
37

 

Berdasarkan uraian singkat dari penelitian di atas dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang telah dipaparkan. 

Penelitian ini, fokus pada putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang Penggunaan Narkotika Golongan I 

terhadap Orang Lain. Narkotika golongan I yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah ganja atau mariyuana yang digunakan oleh terdakawa untuk 

mengobati istrinya yang sedang menderita penyakit kista sum-sum tulang 

belakang.  

Penelitian ini lebih menfokuskan apakah landasan hukum yang 

digunakan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam menyelesaikan perkara 

                                                           
36

 Heny Rachmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Narkotika untuk pelayanan 

kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika.” (Skripsi--Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018) 
37

Dwiki Fahrul Hidayat, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Sema No. 4 Tahun 2010 terhadap 

penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri: studi putusan 

No 3/Pid.B/2015/PN.NSB.” (Skripsi--Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 

2017). 
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tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap orang lain sesuai 

dengan hukum pidana Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dengan 

meninjau dari segi konsep keadaan darurat sebagai alasan penghapusan 

hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap 

tindak pidana tersebut. 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

2. Menganalisis menurut hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana 

penggunaan Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Aspek keilmuan (teoritis)  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk 

menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai penggunaan narkotika 

golongan I terhadap orang lain. Khususnya ditinjau dari segi 

pertanggungjawaban pidana, baik menurut Hukum Pidana Positif 

maupun Hukum Pidana Islam. 

2. Aspek terapan (praktis)  

Dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi 

penelitian selanjutnya. Serta sebagai sumbangan informasi bagi 

masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. 

 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi 

ini, maka perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini, yakni sebagai berikut: 

1. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) 

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum shara’ yang berkaitan 

dengan masalah perbuatan yang dilaran dan hukumannya, yang diambil 

dari dalil-dalil yang terperinci.
38

 Hukum pidana Islam yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana penggunaan 

                                                           
38

 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5. 
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narkotika golongan 1 terhadap orang lain yang ditinjau dari segi konsep 

keadaan darurat sebagai alasan penghapusan hukuman dalam hukum 

pidana Islam.  

2. Putusan 

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut 

dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
39

 

Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai 

pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan 

narkotika golongan 1 (satu) terhadap orang lain. 

3. Narkotika  

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa  nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.
40

 Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Narkotika Golongan I (satu) berupa tanaman Ganja yang digunakan oleh 

terdakwa untuk mengobati istrinya yang sedang menderita penyakit 

kista sum-sum tulang belakang. 

                                                           
39

 Aristo Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017), 324. 
40

 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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4. Terhadap orang lain 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah, menggunakan Narkotika 

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I 

untuk digunakan orang lain. Baik secara langsung dengan cara 

menginjeksi atau dengan sengaja mencampur dalam satu adonan 

kemudian dihidangkan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut 

nenggunakannya, maupun secara tidak langsung dengan adanya pihak 

ketiga yang menjadi perantara sehingga orang lain menggunakannya.
41

  

Berdasarkan definisi operasional di atas,  penelitian ini akan berusaha 

meneliti mengenai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sanggau 

dalam menyelesaikan perkara Nomot 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang 

tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap orang lain.  

 

 

H. Metode Penelitian  

1. Data yang Dikumpulkan 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang 

dikumpulkan yaitu  berupa direktori putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

No: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan 

Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

2. Sumber Data 

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

                                                           
41

 Sujuno dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan..., 266. 
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a. Sumber Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat 

utama yang digunakan sebagai sumber penelitian.  Dalam penelitian 

ini, sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan 

Negeri Sanggau No: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak 

pidana penggunaan Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain 

yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. 

b. Sumber Sekunder (sumber tambahan) : 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diambil dan 

diperoleh dari bahan pustaka maupun literatur yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Seperti: 

1) Abdul Wahib, Pelajar Indonesia Anti Narkoba, Semarang: t.p,  

2016. 

2) Al Ahmady Abu An Nur, Ihdzaru Al Mukhaddiraaat, 

diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000. 

3) Ahmad hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993. 

4) A.R Sujono dan Bony Daniel. Komentar dan Pembahasan 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 

5) Hanafi Amrani, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2015. 
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6) Holil Soelaiman, Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba, BNN RI: t.tp, 2006. 

7) Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: 

Sinar Gafika, 2008. 

8) M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam 

Mencegah, Mengatasi dan Melawan. Bandung: t.p, 2004. 

9) Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah 

Persada, 2015. 

10) Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi 

Penyalahgunaannya, t.tp: Erlangga, 2010. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dan Studi dokumen 

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

a. Teknik dokumentasi  

Teknik mencari data dengan cara membaca dan  menelaah 

dokumen Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No: 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan 

Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

b. Teknik Kepustakaan  

Mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No: 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan 

Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain berdasarkan 
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literatur atau buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang 

telah dirumuskan. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka data yang 

telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknis dan proses tertentu. 

Pengolahan data yang bertahap dilakukan untuk memastikan bahwa 

semua data telah terseleksi dan teranalisis dengan baik. 

a. Editing, dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang telah 

dikumpulkan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara 

memperhatikan atau menguji atau meneliti kelengkapan, kejelasan 

makna, kesesuaian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang 

lain. 

b.  Organizing, proses organizing dilakukan dengan cara menyusun dan 

mensistematikan data yang diperoleh. Dalam penelitian, teknik 

tersebut digunakan pada bab III yang berisi tentang uraian putusan 

Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang 

tindak pidana penggunaan Narkotika Golongan I terhadap orang 

lain. 

c. Analyzing, yaitu Melakukan analisis terhadap data yang telah 

dideskripsikan,  yaitu mengenai tindak pidana penggunaan 

Narkotika  

Golongan I (satu) terhadap orang lain dalam putusan No: 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag dengan menggunakan kaidah, teori, dalil 
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hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari 

permasalahan yang dipertanyakan. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif analisis pola pikir deduktif, yaitu teknik 

analisis dengan cara menggambarkan data secara lengkap dan sistematis 

mengenai putusan Pengadilan Negeri Sanggau No: 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain, yang kemudian dianalisis 

berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif guna 

menjawab permasalahan yang ada. 

 

 

I. Sistemika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini secara 

sistematis dan terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang 

masing-masing terdiri dari sub-bab, sehingga tersusun secara sistematis. 

sebagai berikut: 

Bab pertama, memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penilitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, berisi tentang kerangka konseptual yang memuat 

penjelasan secara teoritis mengenai penggunaan Narkotika sebagai obat 

menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.  

Bab ketiga, akan mendiskripsikan tentang putusan Pengadilan Negeri 

Sanggau No: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan 

narkotika golongan 1 (satu) terhadap orang lain. 

Bab empat, berisi tentang analisis terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana 

penggunaan Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain dan analisis 

hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain. 

Bab lima, pada bab lima, penelitian ini menyimpulkan jawaban dari 

rumusan masalah dan memberikan saran-saran.   
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BAB II 

PENGGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI OBAT MENURUT HUKUM 

PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF 

 

 

A. Penggunaan Narkotika Sebagai Obat menurut Hukum Pidana Islam 

1. Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 

Istilah narkoba tidak ditemukan dalam Alquran maupun Hadis. 

Alquran hanya menyebutkan istilah khamr sebagai minuman keras atau 

arak yang memabukkan. Narkoba diterjemahkan dalam bahasa Arab 

dengan kata  ْرُ رَ رّرِ رَ ار
   رَرْ رِ يْرْ رٌ  -  رُرْ رّرِ رُ    رَ ضَّ رَ   berasal dari akar kata ,(mukhaddirāt)  ا

yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap 

atau mabuk. Secara terminoogis, narkoba adalah setiap zat yang apabila 

dikonsumsi akan merusak fisik, akal, serta membuat seseorang menjadi 

mabuk dan gila.
1
 

Ganja mulai dikenal pada tahun 600 H. Pada saat Daulah Tatar 

berkuasa, ganja termasuk jenis tanaman yang paling di ingkari dan lebih 

buruk dibandingkan khamr. Ganja dapat menimbulkan mabuk, 

merasakan over happy, dan fly seperti halnya khamr.2  

Narkoba dan khamr  mempunyai efek yang sama yakni 

menyenangkan, memabukkan, dan akhirnya menciptakan ketagihan 

bahkan ketergantungan. Keduanya juga bisa merusak moral individu 

                                                           
1
 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 172. 

2
 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhy Asy-Syafi’i Al-Muyassar, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan 

Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 344. 
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bahkan mengundang kriminalitas yang lebih besar.
3
 Para ulama sepakat 

bahwa hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram, karena dapat 

merusak jasmani dan rohani umat manusia.
4
 Dalil-dalil yang menjadi 

dasar pengharaman narkoba, yaitu:  

  ...                ...   5 

 

‚.. dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ..‛ (Q.S al - A’raf 

157) 

....                            6
 

‚...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik.‛ (QS. Al-Baqarah 195) 

....                7
 

 

‚...dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.‛ (QS. An-Nisa ayat 29) 

Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi dari Aisyah r.a, 

menyatakan bahwa, Nabi Muhammad Saw pernah ditanya tentang Al Bit 

(sejenis minuman yang terbuat dari madu), maka beliau menjawab: 

                                                           
3
 Abdul Wahib, Pelajar Indonesia Anti Narkoba, (t.tp: Penerbit Erlangga, 2006), 80. 

4
 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh..., 177. 

5
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya, (Semarang: Cv Asy  

Syifa‟, 2001), 356. 
6
 Ibid., 65. 

7
 Ibid., 176. 
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   رُ لُّ  رَ رَ ابٍ  رَ رْ رَ رَ  يْرَ رُورَ  رَ رَ ارٌ 

‚Setiap minuman yang dapat memabukkan adalah haram." (HR. 

Tirmidzi No. 1786) 
8
 

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahguna, 

maupun korban penyalahguna narkotika. Hukum Islam cenderung 

menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahguna 

narkotika.
9
 Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap 

pelaku penyalahguna narkotika. Ada yang berpendapat bahwa sanksi 

penyalahgunaan narkotika adalah ḥadd dan ada pula yang berpendapat 

bahwa sanksinya adalah ta’zi@r.10
 

Ibnu Tamiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku 

penyalahguna narkoba diberikan sanksi ḥadd, karena narkoba 

dianalogikan dengan khamr.11
 Hukuman ḥadd  adalah hukuman yang 

telah ditentukan oleh nash Alquran maupun Hadis.
12

 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi bagi 

peminum khamr  adalah delapan puluh kali jilid. Sedangkan menurut 

Imam Syafi’i adalah empat puluh kali jilid.
13

 Imam Syafi’i menjelaskan 

bahwa, tidak ada riwayat dari Rasulullah yang menyatakan bahwa beliau 

mencambuk peminum khamr  lebih dari empat buluh kali. Sedangkan 

                                                           
8
 Iyasa Muhammad bin „yasa bin Saurah, Sunan at Tirmidzi, (Beirut: Dārul Fikri, 2005), 342. 

9
 Vivi Arianti, “Kedudukan Korban Peyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan 

Hukum Pidana Islam”, Al-Manahij, No. 2, Vol XI (Desember, 2017), 256. 
10

 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh..., 177. 
11

 Ibid. 
12

 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 10. 
13

 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 99. 
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empat puluh lain dari hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, 

maka ia bukan hukuman, namun sanksi disiplin atau ta’zi@r.14
 

Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab, peminum khamr 

diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai 

banyak lagi peminum khamr.15
 Umar bin Khathab meminta pendapat 

para sahabat Rasulullah tentang hukuman bagi peminum khamr. 

Kemudian Ali bin Abu Thalib berfatwa agar peminum khamr dijatuhi 

hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, karena orang tersebut 

meminum khamr, kemudian ia mabuk. Jika ia telah mabuk, ia bicara 

tidak karuan. Jika telah bicara tidak karuan, ia berdusta. Sebagaimana 

diketahui bahwa hukuman bagi orang yang berbohong maksudnya orang 

yang menuduh adalah cambuk sebanyak delapan puluh kali. Para sahabat 

Rasulullah menyetujui pendapat Ali bin Abu Thalib tersebut.
16

 

Berbeda dengan pendapat Ibnu Tamiyah dan Azat Husnain,  

Wahbah Az-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku 

penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta’zi@r, karena narkoba tidak 

ada pada masa Rasulullah Saw, narkoba lebih berbahaya dibandingkan 

dengan khamr, dan narkoba tidak diminum seperti khamr. Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku 

penyalahgunaan narkoba adalah ta’zi@r.17
 Ta’zi@r  adalah hukuman yang 

                                                           
14

 Al Ahmady Abu An Nur, Ihdzaru Al Mukhaddiraaat, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: 

Darul Falah, 2000), 176. 
15

 A. Djazuli, Fiqh.., 99. 
16

 Al Ahmady Abu An Nur, Ihdzaru..., 176. 
17

 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh..., 178. 
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belum ditentukan oleh syara’ dan untuk penetapan dan pelaksanaannya 

diserahkan kepada ulil amri atau penguasa.
18

 

 

 

2. Penggunaan Narkotika sebagai Obat menurut Hukum Pidana Islam 

Islam mengharamkan banyak sekali makanan dan minuman untuk 

melindungi jiwa dan akal manusia. Sebab-sebab dari setiap yang di 

haramkan dalam Islam adalah karena adanya kemudaratan bagi 

seseorang, masyarkat atau agama. Allah SWT mengharamkan bangkai 

dan sejenisnya, seperti hewan yang mati tercekik, yang mati terbakar, 

yang mati terjatuh, yang mati ditusuk, atau mati karena dimakan 

binatang buas. Allah juga mengharamkan darah yang mengalir serta 

daging babi, karena di dalam dua benda tersebut terdapat cacing-cacing 

atau berbagai mudarat yang dapat merusak kesehatan.
19

 

Allah SWT mengharamkan hewan yang disembelih dengan nama 

selain Allah, dengan tujuan untuk melindungi prinsip tauhid serta 

memerangi segenap fenomena syirik dan penyembahan berhala. 

Sedangkan mudarat yang terdapat dalam minuman, Allah SWT 

mengharamkan khamr dan minuman lain yang memabukkan, didalamnya 

terdapat hal-hal yang dapat merusak kesehatan dan masyarakat.
20

 Allah 

 Ta’la telah berfirman, 

                                                           
18

 Sahid, Epistimologi Hukum..., 3. 
19

 Wahbah Az-Zuhaili, Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar’iyah, diterjemahkan oleh Said Agil 

Husain al-Munawar dan Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 9. 
20

 Ibid., 10. 
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                     21
 

 

Artinya: ‚Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam 

keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.’ (al-Baqarah ayat 173) 

 

                                 

                                  

        22
 

 

Artinya: ‚Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang 

yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, 

padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa 

yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 

memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar 

benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 

tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang melampaui batas.‛ (al An’am ayat 

119) 

 

Walaupun telah banyak ketentuan-ketentuan haram, Islam masih 

membolehkan dalam keadaan tertentu untuk mengkonsumsinya. Para 

ahli fiqih telah menetapkan sebuah prinsip atau kaidah, yaitu:
23

 

  لمحرْظرُورْ رَ ا  رُ رِ رْ رُ   الضَّ رُ رْ رَ ارُ 

 

‚Kedaruratan membolehkan yang haram‛ 

 

                                                           
21

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan..., 57. 
22

 Ibid., 300. 
23

 Hasbiyallah, Ushul Fiqh Metode Intinbath dan Istidlal, (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 

2013), 56. 
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Arti darurat atau terpaksa di sini adalah suatu keadaan yang 

menjadikan seseorang keluar dari kaidah perundangan Islam yang telah 

menetapkan hukum haram, sebagai pembelaan diri dan untuk menolak 

bahaya atau hal serupa dalam penyakitnya.
24

 

Menurut Al Jurjani di dalam karyanya Al-Ta’rifat menjelaskan 

bahwa, kata al-ḍaru@ra@h itu dibentuk dari al-dhahar (mudarat), yaitu suatu 

musibah yang tidak dapat dihindari. Dharurat ialah datangnya kondisi 

bahaya tau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang 

membuat dia kuatir akan terhadinya kerusakan (dhahar) atau sesuatu 

yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang 

bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus 

mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau 

menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudaratan yang 

diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-

syarat ditentukan oleh syara’.25
 

Terdapat beberapa keadaan darurat yang secara umum menuntut 

keringanan bagi umat manusia, yaitu darurat makanan dan obatan, 

paksaan, lupa, tidak mengetahui, kesulitan atau kesempitan dan 

merebaknya bencana, perjalanan, sakit, kekurangan yang bersifat alami, 

dan mempertahankan diri yang sah menurut syari’at. Jika salah satu dari 

                                                           
24

 Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2013), 125. 
25

 Wahbah Az-Zuhaili, Nazhariyah Al-Dlarurah..., 72. 
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keadaan darurat ini ditemukan, maka yang dilarang akan menjadi mubah 

atau yang wajib boleh ditinggalkan.
26

 

Berdasarkan batasan darurat yang diberikan oleh para ulama, 

keadaan berobat bisa disebut sebagai bentuk dharurat sebagaimana 

makan, karena keduanya merupakan kebutuhan hidup yang primer.
27

 

Seringkali pengabaian pemberian obat menjadi sebab dari kematian, dan 

karena ini maka Jumhur ulama membolehkan meminum khamr ketika 

dalam keadaan darurat haus, tercekik, atau dipaksa sekedar untuk 

menghindari keadaan darurat.
28

  

Hukum mengonsumsi barang-barang memabukkan yang kemudian 

merambah kepada konsumsi narkotika dan muftir  untuk pengobatan 

termasuk dalam bab analogi. Pendapat rajih menyatakan bahwa, 

pemakaian barang memabukkan atau muftir  dengan ukuran atau kadar 

semestinya untuk tujuan pengobatan adalah mubah (boleh).
29

  

Bolehnya mengkonsumsi makanan haram untuk pengobatan harus 

terikat dengan syarat-syarat berikut:
30

 

a. Yakin akan adanya bahaya yang mengancam jika seseorang tidak 

memakan obat ini. 

b. Tidak diketemukannya obat selain yang diharamkan ini, yang 

fungsinya sepadan dengan obat itu. 

                                                           
26

 Ibid., 79. 
27

 Yusuf Qardhawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi dkk, 

(Solo: Era Intermedia, 2007), 84. 
28

 Wahbah Az-Zuhaili, Nazhariyah Al-Dlarurah..., 88. 
29

 Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid..., 124. 
30

 Yusuf Qardhawi, Al-Halal wa Al-Haram..., 84. 
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c. Harus direkomendasikan oleh seorang dokter muslim yang terpercaya 

dalam hal pengalaman dan agamanya sekaligus. 

Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam berpendapat bahwa, tidak dibenarkan 

berobat dengan menggunakan khamr, kecuali jika diketahui bahwa 

kesembuhan akan dicapai dengan menggunakannya dan tidak pula 

diperdapat obat yang selainnya.
31

 

Sebagian golongan al-Zaidiyah juga berpendapat bahwa, bolehnya 

berobat dengan khamar, dimana jika orang yang sakit bersangkutan 

merasa kuatir akan kebinasaan (mati) atau hilangnya organ tubuh dan 

diyakini pula akan keselamatan dengan menggunakan khamar. Jika ia 

tidak yakin akan kesembuhan, maka ia tidak dibenarkan menggunakan 

khamr, karena berita menghendaki tidak adanya kesembuhan dengan 

menggunakannya, dan karena itu maka batalah perkiraan akan 

dicapainya kesembuhan.
32

 

Para fuqaha’ juga berpendapat, bahwa pembolehan sesuatu yang 

diharamkan karena kondisi darurat itu terbatas hanya sesuai dengan 

proporsi (takaran) yang menghilangkan kondisi darurat tersebut, 

kesehatannya pulih dengannya, dan pengobatannya tuntas dengannya. 

Untuk memastikan terpenuhinya kaidah-kaidah ini, maka fuqaha’ yang 

membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan mensyaratkan 

bahwa pengobatan tersebut harus sepengetahuan dokter Muslim yang 

berpengalaman, dikenal kejujurannya, amanahnya, dan kualitas 

                                                           
31

 Wahbah Az-Zuhaili, Nazhariyah Al-Dlarurah..., 90. 
32

 Ibid., 90. 
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keagamaannya, serta tidak ada obat lain selain obat haram tersebut agar 

berobat dengan obat yang diharamkan tersebut menjadi satu-satunya 

alternatif, dan maksud penggunannya tidak dalam konteks menghalalkan 

penggunaan hal-hal yang diharamkan, serta penggunaannya tidak boleh 

melebihi kebutuhannya (proposirnya).‛
33

  

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, maka 

dapat ditarik pemahaman bahwa, penggunaan alkohol dan barang-barang 

haram lain nya untuk berobat adalah boleh karena darurat. Apabila 

mabuk itu terpaksa dilakukan dalam keadaan pengobatan dokter, maka 

ketika itu tidak ada siksaan secara syara’. Tetapi dalam keadaan mabuk 

yang tidak terpaksa keadaan, maka orang yang mabuk dimaksud akan 

dihukum sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. 
34

 

 

 

3. Konstruksi Teoritik Keadaan Darurat sebagai Sebab-Sebab Hapusnya 

Hukuman menurut Hukum Pidana Islam 

 
Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah apabila unsur-

unsurnya telah terpenuhi, yaitu:
35

 

1. Al-Rukn al-Syar’i@ 

Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu 

yang disertai ancaman hukuman. Setiap perbuatan tidak dianggap 

                                                           
33

 Al Ahmady Abu An Nur, Ihdzaru..., 160. 
34

 Wahbah Az-Zuhaili, Nazhariyah Al-Dlarurah..., 92. 
35

 A. Djazuli, Fiqh..., 3. 
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melawan hukum dan pelaknya tidak dapat dipidana kecuali adanya 

nas atau undang-undang yang mengaturnya. 

2. Al-Rukn al-Māddi@ 

Adanya perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa 

melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan 

yang diharuskan. 

3. Al-Rukn al-Adabi@ 

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khiṭhāb 

atau dapat memahami takli@f, artinya pelaku kejahatan tadi adalah 

mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang 

mereka lakukan.  

Apabila telah melanggar hak orang lain baik hak perorangan 

maupun hak masyarakat maka ia harus mempertanggungjawabkannya.
36

 

Pertanggungjawaban pidana (al-Mas'uliyah al-Jinayah) merupakan akibat 

yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas 

dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan 

akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.
37

 

Pertanggungjawaban pidana (al-Mas’uliyah al-Jinayah) dalam fiqh 

jinayah didasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu:
38

 

a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan 

yang diwajibkan. 

                                                           
36

 . Djazuli, Fiqh..., 242. 
37

 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 154. 
38

 A. Djazuli, Fiqh..., 242. 
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b. Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri artinya si 

pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak 

melakukan perbuatan tersebut. 

c. Pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukannya.  

Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawab 

pidana harus dilaksanakan. Hukum Islam tidak menjatuhkan hukuman 

terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya, serta 

mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi 

orang dewasa kecuali jika ia telah balig.
39

 

Dasar penghapusan hukuman (raf’il ‘uqūbah) adalah sifat 

(keadaan) tertentu yang ada pada diri pelaku. Pelaku sebenarnya telah 

melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat dijatuhi 

hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sifat 

(keadaan) tertentu yang ada pada diri pelaku.
40

 Berikut adalah keadaan-

keadaan (sebab-sebab) yang menghapuskan hukuman: 

a. Paksaan (Ikrāh) 

Para fuqaha telah memberikan beberapa pengertian tentang 

paksaan (daya paksa) yang substansinya sama yaitu batasan tentang 

paksaan ialah apabila suatu ancaman dapat dilakukan oleh si 

pemaksa dengan segera dan cukup mempengaruhi orang yang 

berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan 

                                                           
39

 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinā’i al Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ’iy, 

diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 57. 
40

 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum..., 353. 
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padanya serta timbul dugaan kuat pada diri orang yang dipaksa 

bahwa ancaman tersebut akan benar-benar dilakukan apabila ia 

menolak apa yang dipaksakan kepadanya.
41

 

Hukum keadaan darurat dalam hukum pidana Islam 

dipersamakan hukumnya dengan paksaan. Perbedaannya hanya 

mengenai sebab timbulnya perbuatan, dalam paksaan seseorang 

dipaksa oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan 

dalam keadaan darurat, seseorang tidak dipaksa oleh orang lain 

untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi ia berada dalam suatu 

keadaan yang menuntutnya untuk keluar darinya dengan cara 

melakukan perbuatan yang dilarang (jarimah) agar dirinya atau 

orang lain dapat selamat dari kebinasaan.
42

  

Terdapat empat syarat supaya suatu keadaan dapat dikatakan 

sebagai keadaan darurat, yaitu: 
43

 

a. Keadaan darurat harus memaksa sekali, sehingga pembuat 

mendapati dirinya atau orang lain dalam keadaan dimana jiwa 

atau bagian badannya dikhawatirkan akan mengalami 

kebinasaan. 

b. Keadaan darurat benar-benar terjadi bukan hanya sekedar 

dinantikan kejadiaannya. 

                                                           
41

 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinā’i..., 221. 
42

 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum..., 364. 
43

 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinā’i..., 235. 
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c. Tidak ada jalan lain untuk menghindari  keadaan darurat kecuali 

harus melakukan jarimah atau larangan. 

d. Dalam menghindarkan keadaan darurat hanya dipakai tindakan 

seperlunya, dan tidak berlebih-lebihan. 

Hukum keadaan darurat berbeda-beda menurut jenis 

perbuatannya, yaitu:
44

 

1) Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan darurat 

Seseorang yang berada dalam keadaan darurat, 

bagaimanapun keadaannya tidak boleh membunuh, melukai, 

atau memotong orang lain dalam upaya menyelamatkan dirinya 

dari kebinasaan, sehingga perbuatan tersebut tetap dianggap 

sebagai jarimah dan diancam dengan hukuman.  

2) Perbuatan yang dibolehkan karena keadaan darurat 

Suatu perbuatan yang dilarang oleh syari’at, boleh 

dilakukan dalam keadaan darurat jika hukum Islam menetapkan 

nas atas pembolehannya. Perbuatan ini bertalian dengan 

makanan dan minuman, seperti memakan bangkai, meminum 

darah, atau sesuatu yang najis. Perbuatan tersebut boleh 

dilakukan dalam keadaan darurat, tetapi perbuatan tersebut 

disyaratkan hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan dan 

menghindarkan dirinya dari kematian. 

                                                           
44

 Ibid., 236. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 
 

 

3) Tindak pidana yang hukumannya dihapuskan karena keadaan 

darurat 

Perbuatan tersebut tetap dilarang dan dianggap sebagai 

jarimah, tetapi ia dimaafkan dari hukuman karena adanya  

keadaan darurat yang menimpanya. contohnya seperti pada 

perbuatan-perbuatan jarimah lainnya.
45

 

b. Mabuk 

Menurut Imam Abu Hanifah, mabuk adalah hilangnya akal 

pikiran karena mengkonsumsi khamr atau yang sejenisnya. 

Seseornag dianggap mabuk apabila ia telah kehilangan akal 

pikirannya dan tidak dapat berpikir dengan baik, tidak dapat 

membedakan antara langit dan bumi, antara lelaki dan perempuan.
46

 

Pendapat yang kuat dalam empat madzhab menetapkan 

bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atas tindak pidana 

yang dilakukannya apabila ia meminumnya karena dipaksa 

(terpaksa) atau meminumnya karena kehendak sendiri, tetapi ia tidak 

mengetahui bahwa minuman tersebut memabukkan. Hal ini karena 

ia melakukan tindak pidana dalam keadaan hilang pikirannya 

sehingga ia dihukumi seperti orang gila atau orang yang sedang tidur 

atau yang seumpamanya.
47
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 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum..., 365. 
46

 Ibid., 372. 
47

 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinā’i..., 240. 
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c. Gila 

Gila dapat didefinisikan dengan hilangnya akar, rusaknya 

akal, atau lemahnya akal. Pengertian ini mencangkup gila dan dungu 

serta berbagai keadaan sakit dan sakit juwa yang mengakibatkan 

hilangnya kekuatan berfikir (akal). Hukum Islam memandang 

seseorang sebagai mukallaf, apabila ia mempunyai kekuatan berfikir 

dan memilih (idrak dan ikhtiar). Jika salah satu dari kedua perkara 

tersebut tidak ada, maka hapus pula pertanggungjawaban tersebut.
48

 

d. Belum Dewasa 

Menurut syar’at Islam pertanggungjawaban pidana 

didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir dan pilihan 

(iradah dan ikhtiar).Pada usia tujuh tahun, seorang anak dianggap 

tidak mempunyai kemampuan berfikir atau belum tamyiz. Jarimah 

yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi 

hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. 

Seorang anak sudah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana 

atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya setelah mencapai usia lima 

belas tahun atau delapan belas tahun.
49
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 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum..., 374. 
49

 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinā’i..., 255. 
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B. Penggunaan Narkotika Sebagai Obat menurut Hukum Pidana Positif 

1. Narkotika menurut Hukum Pidana Positif 

Istilah narkotika berasal dari kata narke (bahasa Yunani) yang 

berarti mati rasa atau kaku. Dalam dunia kedokteran narkotika dikenal 

dengan istilah narcose atau narkosis yang berarti pembiusan.
50

 Narkotika 

adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal 

dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga 

dapat menimbulkan efek stupor yang lama dalam keadaan yang masih 

sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. 
51

 

Definisi narkotika, sebagaimana dalam pasal  1 butir ke (1) 

ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika mengatur bahwa, narkotika adalah zat atau obat yang berasal 

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, 

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa  nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.
52

 

Narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang 

pengobatan dan ilmu pengetahuan. Dalam dunia kedokteran, narkotika 

berfungsi untuk mengurangi sampai mengilangkan rasa nyeri. Narkotika 

                                                           
50

 Abdul Wahib, Pelajar Indonesia..., 15. 
51

 Fransiska Ovita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan  

Penanggulangannya”,  Jurnal Hukum, No. 1, Vol XXV, (April, 2011), 441. 
52

 Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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biasanya digunakan sebagai obat batuk, sakit kepala, insomnia, dan 

bermanfaat untuk pembiusan pasien yang akan dioperasi.
53

  

Namun di sisi lain, penggunaan narkotika dapat menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa 

pembatasan dan pengawasan yang sesakma. Oleh karena itu, keberadaan 

narkotika perlu diatur oleh suatu undang-undang.
54

 

Ketentuan mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tujuan 

dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah, untuk: 

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika. 

c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan 

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 

penyalahguna dan pecandu narkotika.
55

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, jenis-jenis 

narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, 

narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Setiap golongan 

narkotika mempunyai manfaat dan tingkat ketergantungan yang berbeda-

beda. 

                                                           
53

 Abdul Wahib, Pelajar Indonesia..., 2. 
54

 A. R Sujono dan Bony Daniel, Komemtar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10. 
55

 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90. 
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a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, yang 

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, 

kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah 

ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. 

b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang mempunyai potensi 

tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun bermanfaat untuk 

pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betametadol, dan 

lain-lain. 

c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

ringan yang bermanfaat untuk pengobatan dan/atau pengembangan 

ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein. 

 

 

2. Penggunaan Narkotika Sebagai Obat menurut UU No. 35 tahun 2009 

tentang Narkotika 

 
Berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, narkotika hanya dapat 

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
56

 Namun, tidak semua 

jenis narkotika diperbolehkan untuk digunakan dalam pelayanan 

                                                           
56

  Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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kesehatan. Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa narkotika golongan I 

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Adapun 

contoh dari narkotika Golongan I ini adalah Heroin, Kokain, dan Ganja. 

Penggunaan narkotika golongan I tidak secara mutlak dilarang 

beredar di wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut, diatur dalam Pasal 8 

ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika 

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta 

reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas 

rekomendasi Kepala Badan Pewangas Obat dan Makanan.
57

  

Tidak setiap orang, dalam arti perorangan berhak untuk 

menguasai, menanam, dan melakukan kegiatan pengolahan narkotika. 

Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan 

pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, 

menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan dan telknologi setelah mendapatkan izin Menteri. 

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa, yang berhak untuk 

menguasai narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, 

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, 

pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu 

                                                           
57

  Pasal 8 ayat 2 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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pengetahuan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

No: 28/MenKes/Per/1987 tentang penyimpanan narkotika.
58

  

Industri Farmasi tertentu berhak untuk memproduksi narkotika 

setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri.
59

 Produksi menurut pasal 

1 angka 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Narkotika adalah kegiatan 

atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan 

narkotika secara langsung atau tidak langsung, melalui ekstraksi atau 

non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, 

termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika. 
60

 

Menurut Undang-Undang Narkotika, untuk kepentingan 

pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, Dokter dapat memberikan 

narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah yang terbatas 

kepada pasien. Pasien harus mempunyai bukti yang sah antara lain, surat 

keterangan dokter, salinan resep atau label atau etiket untuk 

menunjukkan bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah 

Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai Pengobatan 

hanya dapat menyerahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter.
61

  

Terdapat 9 (sembilan) klasifikasi tindak pidana narkotika yang 

dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu: 

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. 

                                                           
58

 A.R Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan..., 81. 
59

 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
60

 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
61

 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
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b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. 

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika. 

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. 

e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. 

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. 

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. 

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradulan narkotika. 

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.
62

 

Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa 

penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum.
63

 Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009, penyalahguna 

narkotika dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan yakni pengguna yang 

ditujukan bagi diri sendiri dan pengguna yang ditujukan terhadap orang 

lain atau untuk digunakan orang lain.
64

 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain telah 

diatur dalam Pasal 116 ayat 1 bahwa, ‚Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain 

atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

                                                           
62

 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001), 154. 
63

 Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
64

 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), 11. 
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1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
65

 

 

 

3. Kontruksi Teoritik Keadaan Darurat sebagai Alasan Penghapus 

Hukuman menurut Hukum Pidana Positif 

 
Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila terdapat 

hubungan antara perbuatan pidana tanpa alasan pembenar dan 

pertanggungjawaban pidana tanpa alasan pemaaf. Perbuatan pidana 

(actus reus) adalah perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan 

dalam peraturan perundang-undanagan. Sedangkan pertanggungjawaban 

pidana (mens rea) merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku yang 

berkaitan dengan kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab.
66

 

Jika salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak 

terbukti, maka bunyi putusannya adalah bebas (vrijspraak). Adapun 

apabila semua unsur perbuatan tersebut terbukti ditetapkan bahwa telah 

terjadi delik dan pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata 

tidak mampu bertanggung jawab maka dinyatakan dilepaskan dari segala 

tuntutan.
67

 

Alasan penghapus pidana diatur dalam KUHP pada Buku I Bab III 

tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan 

                                                           
65

  Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
66

 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deeepublisher, 2018), 109. 
67

 Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2010), 68. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 
 

 

pengenaan pidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana dalam teori 

hukum pidana dibedakan menjadi:
68

 

a. Alasan pembenar 

Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya 

perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi 

perbuatan yang patut dan benar. Misalnya regu tembak yang karena 

perintah dan menjalankan tuas melakukan eksekusi terhadap 

terpidana mati. 

b. Alasan pemaaf 

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan 

terdakwa. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur 

kesalahan. Menurut Sudarto, dipidanaya seseorang tidaklah cukup 

apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya 

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak ada alasan 

pembenar. Namun, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk 

menjatuhkan pidana. Orang tersebut harus dapat mempunyai 

kesalahan atau bersalah. Sehingga berlaku asas ‚tiada pidana tanpa 

kesalahan‛.
69

  

 Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. 

Kesalahan merupakan adanya keadaan psychis (batin) tertentu pada 

seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan 

                                                           
68

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 137. 
69

 Muladi, Pertanggungjawaban Pidana..., 71. 
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antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.
70

 

Meskipun pada dasarnya keadaan batin seseorang sehat dan ia 

mampu bertanggungjawab, ada kalanya ia tidak mempunyai 

kesalahan. Misalnya seorang Dokter yang ditodong dengan pistol dan 

dipaksa untuk membuat surat keterangan palsu tentang adanya 

penyakit pada seseorang, perbuatan Dokter yang melanggar pasal 267 

KUHP tidak mungkin dijatuhi pidana karena ia dipaksa. Ia tidak 

mempunyai kesalahan karena dalam keadaan demikian (diancam 

dengan pistol) dianggap tidak dapat berbuat lain dari pada apa yang 

dilakukan. Ia berbuat demikian karena saat itu batinya tertekan oleh 

suatu keadaan dari luar, sehingga fungsi batin nya tidak normal.
71

 

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap bersifat melawan 

hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak di 

pidana karena adanya alasan  pemaaf. Berikut yang termasuk dalam 

alasan pemaaf yaitu: 

1) Daya paksa relatif 

Daya paksa tercantum dalam pasal 48 KUHP, yang 

berbunyi, ‚Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa 

oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan, tidak boleh 

dihukum‛ 

Daya paksa relatif adalah paksaan yang kemungkinan dapat 

dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit di 

                                                           
70

 Ibid., 158. 
71

 Ibid., 156. 
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harapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan 

mengadakan perlawanan.
72

 

Daya paksa relatif dibagi menjadi dua yaitu daya paksa 

dalam arti sempit dan keadaan darurat. Daya paksa dalam arti 

sempit sumber atau sebab paksaan datangnya dari orang lain 

sedangkan keadaan darurat sumber atau sebab paksan timbul dari 

keadaan-keadaan tertentu.
73

  

Keadaan darurat merupakan salah satu bentuk dari pada 

daya paksa (overmacht) yang umumnya di dapati dalam salah 

satu bentuk kejadian seperti berikut:
74

 

a) Adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum. 

b) Adanya pertentangan antara kepentingan dan kewajiban 

hukum. 

c) Adanya pertentangan antara dua kewajiban hukum. 

Menurut Mr.Tirtaadimadjaja, syarat-sayarat agar keadaan 

darurat dapat diterima adalah:
75

 

a) Harus ada suatu perimbangan antara kepentingan yang 

dipertahankan dan kepentingan yang dikorbankan oleh 

perbuatan itu. 

                                                           
72

 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015), 46. 
73

 Moeljatno, Azaz-Azaz...,140. 
74

 Guse Prayudi, Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting untuk Diketahui,  (Jakarta: Boya 

Book,2008), 92. 
75

 Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57. 
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b) Orang yang bertindak dalam keadaan yang memaksa itu tidak 

boleh mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan diri. 

Dengan perkataan lain bahwa perbuatan itu bernar-benar 

dilakukan karena terpaksa. 

c) Orang yang bertindak dalam keadaan memaksa itu, tidak 

boleh seorang yang karena pekerjaannya atau kewajibannya 

harus menentang segala bahaya untuk melakukan pekerjaan 

atau kewajibannya itu, bahkan dengan mengorbankan 

nyawanya. 

2) Pembelaan Terbatas Melampaui Batas (Noodweer Ekses) 

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diartikan 

sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan 

seperlunya yang disebabkan karena pengaruh dari suatu 

kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata 

disebabkan karena adanya perasaan takut.
76

 

Noodweer ekses diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP ynag 

menyatakan bahwa: ‚Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, 

yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat 

karena serangan atau ancaman serangan iru, tidak dipidana.‛
77

 

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam noodweer ekses 

perbuatan seseorang hakikatnya merupakan perbuatan melawan 

hukum. Serangan itu juga disebabkan secara langsung oleh 

                                                           
76

 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban..., 48. 
77

 Pasal 46 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga fungsi batin orang 

tersebut tidak berjalan dengan normal. Hal demikian yang 

menyebabkan dalam diri orang tersebut terdapat alasan pemaaf. 

Unsur-unsur dari noodweer ekses adalah, melampaui batas 

pembelaan yang perlu, tekanan jiwa hebat terbawa oleh perasaan 

sangat panas hati, dan adanya hubungan klausal antara 

‚serangan‛ dengan ‚perasaan sangat panas hati‛.
78

  

3) Melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari 

oleh iktikad baik 

Pasal 51 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa, ‚Perintah 

jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, 

kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa 

perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya 

termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.‛ 
79

 

Syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut 

dikategorikan sebagai alasan pemaaf, yaitu keadaan batin orang 

yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut 

merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang 

mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macamnya 

perintah tersebut.
80

 

                                                           
78

 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban..., 49. 
79

 Pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
80

 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban..., 49. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUNAAN 

NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) TERHADAP ORANG LAIN 

 

 

A. Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I (Satu) terhadap Orang 

Lain 

 
Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag 

adalah putusan tentang tindak pidana penggunaan narkotika golongan 1 

(satu) terhadap orang lain yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Sanggau, yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan 

deskripsi kasus sebagai berikut: 

1. Identitas Terdakwa 

Subjek hukum adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan 

hukum. Subjek hukum terbagi ke dalam subjek hukum perdata dan 

subjek hukum pidana. Subjek hukum perdata adalah subjek yang dapat 

melakukan perbuatan yang menyangkut hak perdata maupun kewajiban 

perdata. Sedangkan, subjek hukum pidana tidak berkaitan dengan hak 

dan kewajiban, tetapi berkaitan dengan perilaku pidana (criminal 

conduct) atau dikenal sebagai tindak pidana (criminal act) yang terdiri 

atas tindak pidana komisi dan tindak pidana omisi.1 Subjek tindak 

                                                           
1
 Sultan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya, 

(Depok: Kencana, 2017), 15. 
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pidana (yang dapat dipidana) menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dapat berupa orang perorangan maupun korporasi.
2
 

Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo adalah 

Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Jalan  Jendral  

Sudirman  No  28  RT  01  RW  01  Kelurahan  Bunut  Kecamatan  

Kapuas  Kabupaten  Sanggau. Berusia 36 tahun dengan jenis kelamin  

lakilaki  dan berkebangsaan Indonesia, disebut sebagai terdakwa karena 

kasus tindak pidana penggunaan narkotika golongan 1 (satu) terhadap 

orang lain dengan nomor perkara 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.
3
 

Fidelis, pemilik narkotika golongan 1 (satu) menggunakan ganja 

kepada istrinya yaitu Yeni Riawati. Fidelis menggunakan ganja tersebut 

untuk mengobati istrinya. Ketika itu istriya dalam keadaan menderita 

sakit kista sum-sum tulang belakang,  Istri Terdakwa mengalami 

lumpuh pada kedua kaki, badan, dan tangan sebelah kiri, serta 

mengalami luka pada beberapa bagian anggota tubuhnya hingga tidak 

bisa lagi untuk makan. Sementara dari pihak Rumah Sakit menyatakan 

bahwa sudah tidak ada lagi penanganan medis yang dapat dilakukan. 

Pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri 

yang berwenang selalu disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan 

adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang 

didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil 

                                                           
2
 Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 

2017), 48. 
3
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, 1. 
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pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi 

hakim dalam pemeriksaan di persidangan.
4
 

Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan 

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu: 

a. Dakwaan Pertama : Pasal 113 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009  

b. Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009  

c. Dakwaan Ketiga : Pasal 116 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009  

2. Fakta Hukum 

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang 

menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-

ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan.
5
 Peristiwa 

hukum juga diartikan sebagai semua perbuatan manusia atau badan 

hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.
6
  

Seorang Hakim harus mengonstatir peristiwa hukum sebagai 

upaya untuk menyelesaikan suatu perkara. Menurut Sudikno, 

mengonstatir  fakta-fakta adalah menilai benar tidaknya suatu peristiwa 

kongkret yang diajukan di persidangan, baik perkara perdata maupun 

pidana, dan hal ini memerlukan suatu pembuktian.
7
 Fakta yang terbukti 

di persidangan disebut sebagai fakta hukum.
8
  

                                                           
4
 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Ujian Profesi Advokat, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 

71. 
5
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 35. 

6
 Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), 89. 

7
 Jonaedi Efendi, Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, (Depok: Prenada Media 

Group, 2018), 43. 
8
 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2015), 74. 
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Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka, 

diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 

Berawal pada tahun 2013, Istri Terdakwa Yeni Riawati telah 

menderita sakit. Istri Terdakwa mengalami demam, dan tubuhnya sering 

mengeluarkan keringat. Ia juga sering mengalami kram dan kesulitan 

buang air kecil. Terdakwa sudah melakukan berbagai upaya untuk 

mengobati istrinya, baik secara medis maupun pengobatan alternatif. 

Istri terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau, Rumah 

Sakit Umum Pontianak, dan Rumah Sakit Antonius Pontianak. Setelah 

menjalani berbagai perawatan medis, Dokter belum berani memastikan 

apa penyakitnya.
9
 

Pada sekitar tahun 2015, istri Terdakwa didiaknosa menderita 

penyakit kista sum-sum tulang belakang (Sringomyelia). Dokter 

menyatakan bahwa, kondisi fisik istri terdakwa sudah menurun. Solusi 

dari penyakit tersebut sebenarnya harus dioperasi, namun kondisi istri 

terdakwa tidak memungkinkan untuk dioperasi karena terlalu beresiko. 

Sementara dari pihak Rumah Sakit sendiri sudah tidak ada lagi 

penanganan medis yang dapat dilakukan, sehingga Terdakwa disarankan 

untuk mengistirahatkan istrinya dirumah.  

Kondisi istri Terdakwa tidak kunjung membaik dan semakin 

memburuk. Istri Terdakwa mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan, 

dan tangan sebelah kiri, serta mengalami luka pada beberapa bagian 

                                                           
9
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, 45. 
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anggota tubuhnya hingga kesulitan dan tidak bisa lagi untuk makan.
10

 

Kemudian Terdakwa mencari informasi di internet dan buku mengenai 

upaya mengobati penyakit kista sum-sum tulang belakang  

(Syringomyelia). Beberapa informasi yang terdakwa peroleh dari 

internet dan buku, membuat terdakwa merasa yakin bahwa ganja dapat 

digunakan sebagai obat.  

Terdakwa mendapatkan informasi dari internet dan mengenal 

seseorang yang bernama Bet Muyen, Warga Negara Amerika yang 

kebetulan  juga menderita penyakit kista sum-sum tulang belakang 

(Syringomyelia) dan mempunyai organisasi tentang perawatan penyakit 

tersebut. Bet Muyen mengatakan bahwa sebenarnya penyakit tersebut 

belum ada obatnya, kalaupun dioperasi hanya untuk meringankan saja 

dan sangat berisiko. Kemudian terdakwa mencari informasi lainnya dan 

menemukan satu halaman yang ditulis oleh Asna Evan dari Kanada, 

yang juga menderita penyakit kista sum-sum tulang belakang 

(Syringomyelia). Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa kondisinya 

lebih baik dari sebelumya setelah menggunakan ganja sebagai obat.  

Terdakwa juga mendapatkan artikel di internet yang merupakan  

salah satu hasil penelitian dari seorang Dokter yang berasal dari Israel.  

Dia adalah orang pertama yang berhasil meisolasikan salah satu 

kandungan dari ganja dan menyatakan bahwa kandungan yang ada pada 

ganja tersebut mampu untuk mengobati beberapa penyakit kanker, 

                                                           
10

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, 7. 
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efilepsi dan lainlain. Kemudian terdakwa mencari informasi dan 

penelitian lainnya, hingga terdakwa merasa yakin bahwa ganja tersebut 

dapat digunakan untuk mengobati penyakit Isterinya.
11

 

Pada sekitar tahun 2016, Terdakwa membeli tanaman ganja 

dengan cara memesan kepada seseorang yang tidak sengaja bertemu di 

terminal Bus Sanggau saat Terdakwa membeli makanan. Terdakwa 

membeli 1 ons ganja dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu 

rupiah). Paket ganja 1 ons tersebut berisikan ganja kering lengkap 

dengan, daun, batang, biji dan bunganya. Biji ganja tersebut kemudian 

terdakwa tanam secara organik di dalam rumah terdakwa. 

Ganja tersebut terdakwa gunakan untuk mengobati istrinya yang 

sedang sakit. Bunga ganja tersebut terdakwa olah menjadi ekstrak atau 

minyak yang dioleskan di luka yang terdapat di punggung istri 

terdakwa, dan sebagian yang lain dicampur ke dalam makanan istri 

terdakwa. Sedangkan daun ganja tersebut diolah dan dicampurkan ke 

dalam minuman istri terdakwa. Untuk mendapatkan ekstrak ganja 

sebanyak 3 ml, dibutuhkan 4 batang pohon dan 3 ml ekstrak ganja 

tersebut dapat digunakan selama satu minggu. 

Terdakwa tidak pernah terlibat peredaran narkotika jenis ganja 

tersebut, terdakwa juga tidak pernah menggunakan narkotika untuk diri 

sendiri. Alat bukti yang sah menurut pasal 183 ayat 1 UU No. 8 tahun 

1981 tentang KUHAP meliputi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat 

                                                           
11

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, 38. 
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petunjuk, dan keterangan terdakawa.
12

 Berdasarkan fakta hukum, 

terdapat alat bukti surat yang berupa surat keterangan dari BNN K 

Sanggau ysng menunjukkan bahwa hasil tes urine milik terdakwa adalah 

negatif THC (+) & MET (+) 

Terdakwa mengetahui tanaman ganja tersebut dilarang di 

Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari 

pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja tersebut. Apabila 

seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk 

melakukan suatu perbuatan. Hak ini melekat dan diberikan berdasarkan 

Undang-Undang.
13

 Terdakwa pernah menyampaikan masalah ganja 

tersebut kepada teman terdakwa yang bekerja di BNN Sanggau, namun 

hal tersebut hanya sebatas obrolan dan tidak pernah diajukan 

permohonan untuk penggunaan ganja secara resmi. 

Ganja yang ditanam oleh terdakwa adalah sebanyak 39 (tiga 

puluh sembilan) batang pohon. Sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa 

memerintahkan Klara Arinta yang merupakan adik terdakwa untuk 

mencabut dan membuang tanaman ganja tersebut.  Pada tanggal 19 

Februari 2017 sekitar pukul 10:00 WIB, di Jalan Jendral Sudirman No. 

28 RT 01 RW 01 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten 

                                                           
12

 Pasal 183 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
13

 A.R Sujono dan Bony Daeniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),  268. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 

 

Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Sanggau dengan 

menyita seluruh barang bukti yang ada. 

Pengertian barang bukti tidak dijelaskan dalam KUHAP, namun 

dalam HIR pasal 63 hingga pasal 67 disebutkan bahwa barang-barang 

yang dapat dipergunakan sebagai bukti dapat dibagi atas:
14

 

a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana 

b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana 

c. Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa 

pidana 

d. Barang yang terkait di dalam peristiwa pidana. 

Terdakwa dan Istrinya pernah dilakukan tes urine. Hasil 

pengujian terhadap urine terdakwa adalah negatif, sedangkan hasil 

pengujian terhadap urine isteri terdakwa adalah positif mengandung 

THC (+) dan MET (+).  Kemudian pada tanggal 25 Maret 2017, Isteri 

Terdakwa meninggal dunia saat terdakwa berada dalam tahanan. 

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap 

siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah 

hukumnya. Pasal 13 KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum adalah 

jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 

penuntutan dan penetapan hakim. 

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dituntut oleh Jaksa 

Penuntut Umum dengan pasal 111 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 dengan 

                                                           
14

 Andy Sofyan, Hukum Acara Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 285. 
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pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan 

penjara. 

 

 

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada fakta yang 

terbukti di persidangan sebagai fakta hukum dan dasar hukum yang 

legalistik secara tepat dan benar.
15

 

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang 

berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan 

faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif  

ketiga sebagaimana diatur pasal 116 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:
16

 

1. Unsur setiap orang 

Setiap orang adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang 

diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan 

identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
17

 Penuntut 

Umum telah menghadirkan seorang lakilaki bernama lengkap Fidelis 

Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo dengan segala 

identitasnya. Setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh 

                                                           
15

 Syarif Mappiasse, Logika Hukum..., 74. 
16

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, 47. 
17

 A.R Sujono dan Bony Daeniel, Komentar dan Pembahasan..., 227. 
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berkas perkara, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang 

dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan 

demikian tidaklah terjadi \kekeliruan mengenai orang (error in persona) 

dalam perkara ini. 

Selama selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa 

dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan 

kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga 

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut majelis hakim 

berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut 

hukum.   

2. Tanpa hak atau melawan hukum 

‚Tanpa hak‛ adalah tidak memiliki kewenangan dalam 

melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan 

‚melawan hukum‛ dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan 

yang memenuhi rumusan undang-undang, atau secara materiil yakni 

suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundangundangan 

namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan 

maka perbuatan tersebut dilarang.
18

  

Ketentuan Pasal 7 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus 

                                                           
18

 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & 

PuKAB Indonesia, 2012), 53. 
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disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika 

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta 

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas 

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

Pasal 39 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

menyebutkan bahwa, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri 

Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai 

dengan ketentuan dalam undangundang ini. 

Fakta yang diperoleh dipersidangan menunjukkan bahwa 

narkotika golongan I yang digunakan terdakwa terhadap istrinya 

tersebut bertujuan untuk mengobati istri terdakwa yang menderita sakit 

Syringomyelia, walaupun demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak 

dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa 

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 

tentang Narkotika.
19

 

Terdakwa pernah menanyakan masalah Narkotika jenis ganja 

tersebut kepada teman terdakwa yang bekerja di BNNK Sanggau namun 

hal tersebut hanya sebatas obrolan dan tidak dilakukan secara resmi oleh 

terdakwa tersebut, terdakwa juga dipersidangan tidak dapat 

                                                           
19

 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan terdakwa 

dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja 

untuk istri terdakwa tersebut dan terdakwa menggunakan Narkotika 

Golongan I tersebut juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki surat persetujuan dari 

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas didapati kesimpulan bahwa 

benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis 

tanaman berupa ganja terhadap istri terdakwa tersebut dilakukan secara 

tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian menurut Majelis 

Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. 

3. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau 

memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain 

Unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan 

seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak 

harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi 

cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur 

diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya. 

Menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain 

merupakan tindakan yang langsung dilakukan terhadap orang yang 

dituju. dengan cara menginjeksi atau dengan sengaja mencampur dalam 

satu adonan kemudian dihidangkan kepada orang lain sehingga orang 

lain tersebut menggunakannya. Sedangkan, Menggunakan narkotika 
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golongan 1 untuk digunakan orang lain berarti penggunaan narkotika 

tidak langsung kepada orang lain, ada pihak ketiga yang menjadi 

perantara dengan tujuan agar orang lain menggunakannya.
20

 

Berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan yang 

terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta 

petunjuk bahwa terdakwa telah menanam tanaman ganja sebanyak 39 

(tiga puluh sembilan) batang pohon sejak tahun 2016. Awalnya ganja 

tersebut terdakwa beli dengan cara memesan lewat seseorang yang tidak 

sengaja terdakwa bertemu di terminal Bus Sanggau pada saat terdakwa 

sedang membeli makanan. Ganja tersebut terdakwa beli dengan harga 

Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).  

Istri terdakwa telah menderita sakit Syringomyelia sejak Oktober 

tahun 2013. Sebelumnya Istri terdakwa telah menjalani berbagai macam 

pengobatan baik secara medis maupun alternatif. Kondisi istri terdakwa 

tidak kunjung membaik dan semakin parah bahkan tidak lagi bisa makan 

kemudian terdakwa mendapatkan artikel mengenai ganja di internet.   

Kemudian ganja yang ditanam oleh terdakwa tersebut terdakwa 

olah untuk mengobati istri terdakwa dengan cara bunga ganja tersebut 

diolah menjadi ekstrak atau minyak yang dioleskan di luka istri 

terdakwa dan ada juga yang dicampur kedalam makanan istri terdakwa 

sedangkan daun ganja tersebut diolah dan dicampurkan ke dalam 

minuman istri terdakwa dengan cara dijadikan jus. 

                                                           
20

 A.R Sujono dan Bony Daeniel, Komentar dan Pembahasan..., 266. 
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Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/14/II/Ka/Rh.00/2017/BNNKSgu 

tanggal 20 Pebruari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN 

Kabupaten Sanggau Ngatiya, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap 

Urine / Kencing An. Yeni Riawati, yang bersangkutan benar telah 

dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Pebruari 2017, 

menggunakan alat Test Narkoba merek multi/drug one step 6 drug 

screen test panel berjumlah 6 panel dengan hasil Positif THC (+) & 

MET (+).
21

  

Berdasarkan uraian tersebut didapati kesimpulan bahwa benar 

terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja 

kepada istrinya, dengan cara mengoleskan ekstrak atau minyak ganja 

tersebut pada luka yang diderita oleh istri terdakwa dan mencampur 

ganja tersebut kedalam minuman istri terdakwa, dengan demikian 

menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut 

hukum; 

Semua unsur dari pasal 116 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum. 

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang 

membukutikan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur 

                                                           
21

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, 50. 
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dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika dan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan ketiga yaitu 

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 

ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan 

yaitu tujuan utama dari perbuatan terdakwa tersebut adalah mempergunakan 

Narkotika jenis ganja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit sedangkan 

perbuatan menanam sebagaimana yang dibuktikan dalam surat tuntutan 

Penuntut Umum menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu proses 

sehingga selanjutnya ganja tersebut dapat dipergunakan untuk mengobati 

istri terdakwa.
22

 

Berdasarkan pasal 182 KUHAP dinyatakan bahwa, terdakwa dan atau 

penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau 

pledoi dalam persidangan. Pembelaan atau pledoi tersebut bertujuan untuk 

memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala 

dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun 

setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya.
23

  

Penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara 

tertulis yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim untuk 

membebaskan terdakwa dengan alasan perbuatan terdakwa tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan terlibat sebagai penyalahguna, pengedar dan 

perdagangan Narkotika sebagaimana tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum 

                                                           
22

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, 52. 
23

 Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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berdasarkan dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat (2) UndangUndang No 35 

tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu menurut penasihat hukum 

terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa menanam ganja tersebut dilakukan 

karena adanya daya paksa atau Overmacht sedangkan terdakwa dalam 

pembelaannya yang juga dilakukan secara tertulis menceritakan alasan 

terdakwa menanam dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman 

yaitu ganja kepada istrinya, terdakwa mohon keadilan kepada Majelis Hakim 

dan terdakwa mohon diampunkan kesalahannya dalam melanggar hukum 

tersebut.
24

 

Berikut adalah pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembelaan 

Penasihat Hukum terdakwa, yaitu: 

Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena 

dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan Majelis Hakim berdasarkan 

fakta dipersidangan telah memilih dan membuktikan dakwaan ketiga 

Penuntut Umum dan mengenai uraian pertimbangan tersebut telah Majelis 

Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas dan telah dinyatakan terbukti 

sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya hanya 

menguraikan dan mengupas dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat (2) 

UndangUndang Nomor 35 Nomor 2009 Tentang Narkotika saja sedangkan 

dakwaan ketiga yaitu pasal 116 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Nomor 

2009 Tentang Narkotika tidak dibahas oleh Penasihat Hukum, oleh karena 

                                                           
24

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, 53. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71 
 

 

itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim 

kesampingkan. 

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak 

sependapat karena menurut Majelis Hakim selama dipersidangan Penasihat 

hukum terdakwa tidak pernah menghadirkan Ahli dibidang medis serta 

membuktikan yang dapat mendukung pernyataan dari Penasihat Hukum 

terdakwa maupun terdakwa sendiri mengenai manfaat tanaman ganja 

tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa terkait 

menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut merupakan perbuatan melawan 

hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai Overmacht, oleh karena itu 

pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis tolak dan 

kesampingkan. 

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal 

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim 

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan 

dan yang meringankan Terdakwa: 

1. Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam perkara tersebut adalah: 

Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam 

pemberantasan Narkotika. 
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2. Keadaan yang meringankan terdakwa yaitu: 

a. Terdakwa belum pernah dihukum 

b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 

c. Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk mengobati 

istrinya 

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tumpuan 

terakhir anakanaknya setelah istrinya meninggal.
25

 

 

 

C. Amar Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag 

Putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa dengan maksud untuk 

melindungi kepentingan terdakwa dan menjamin kepastian hukum secara 

keseluruhan dalam perkara ini.
26

 Putusan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2017, yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa:  

Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

‚Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I 

Terhadap Orang Lain.‛Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah 

menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 

(delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), 

                                                           
25

 Binsar M Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 

(Jakarta: Kompas Gramedia Buiding, 2012), 52. 
26

 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 414. 
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dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Hakim menetapkan masa penangkapan 

dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, serta 

membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 

2.000, (dua ribu rupiah).
27

 

Barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan telah 

ditetapkan sebagai berikut: 

- 1 (satu) Batang tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot 

berukuran besar warna merah bata terbuat dari plastik. 

- 2 (satu) Batang tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot 

berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik. 

- 6 (satu) Batang tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot 

berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik. 

- 1 (satu) bungkus karung beras warna putih merk madu tupai yang 

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang 

didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batang tanaman Narkotika 

Golongan I jenis tanaman ganja. 

- 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca warna bening yang 

didalamnya terdapat cairan hasil olahan Narkotika jenis tanaman ganja. 

- 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW; “ 1 (satu) rangkaian 

listrik beserta 2 (dua) buah lampu. 
                                                           
27
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- 1 (satu) alat pengukur suhu ruangan. 

- 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing 

masing didalamnya terdapat carian alkohol yang belum digunakan. 

- 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing 

masing didalamnya terdapat carian alkohol yang sudah terpakai. 

- 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi. 

- 1(satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik.1 (satu) buah tabung 

gas 3 kg warna hijau. 

- 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai. 

- 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako. 

- 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles. 

- 1 (satu) buah buku dengan judul green flower, 1(satu) buah buku dengan 

judul The Marijuana Grow Bible, 1(satu) buah buku dengan judul 

marijuana plant care, 1 (satu) buah buku dengan judul National 

Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?, 1 (satu) buah 

buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja, 1 (satu) buah buku dengan 

judul How To Grow Marijuana, 1 (satu) buah buku dengan judul canabis 

care manual, 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy. 

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk LenovoTab 2 A7. Dirampas 

untuk dimusnahkan. 

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto. 

Dikembalikan kepada Terdakwa. 
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- 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 

3235 UY. 

- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY Dikembalikan 

kepada saksi TRI RAMAN JAYA. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 

111/Pis.Sus/2017/PN.Sag TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUNAAN 

NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) TERHADAP ORANG LAIN 

 

 

A. Analisis Hukum Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain 

 
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime) yang diatur secara khusus dalam UU No. 35 tahun 2009 

tentang narkotika. Pembuatan Undang-Undang ini dilakukan untuk 

menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan 

ilmu pengetahuan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan 

memberantas peredaran gelap narkotika.
1
 

Perbuatan menyimpan, membuat, mengedarkan, dan menggunakan 

narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang sesakma dan 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

merupakan suatu kejahatan.
2
 Kasus tindak pidana narkotika telah disinggung 

pada bab sebelumnya. Terdakwa menanam ganja sebanyak 39  batang pohon 

di rumahnya. Ganja tersebut, terdakwa gunakan untuk mengobati istrinya 

yang sedang menderita sakit kista sum-sum tulang belakang. Ganja 

                                                           
1
 Jandi Mukianto, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, (Depok: Kencana, 2017), 33. 

2
 A.R Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 10. 
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merupakan jenis narkotika golongan 1 (satu) yang dilarang untuk digunakan 

dalam kepentingan pelayanan kesehatan.
3
 

Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag pada tanggal 2 Agustus 2017. Majelis Hakim 

menyatakan bahwa, Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx (36 tahun) 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap 

orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 

tentang Narkotika. 

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 

penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 116 ayat 1 UU 

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang telah terpenuhi 

dan terbukti menurut hukum. Identitas terdakwa telah sesuai dengan 

dakwaan Jaksa Penunutut Umum sehingga tidak terjadi error in persona 

dalam perkara ini. Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis 

tanaman ganja kepada istrinya, dengan cara mengoleskan ekstrak atau 

minyak ganja tersebut pada luka yang diderita oleh istri terdakwa dan 

mencampur ganja tersebut kedalam makanan dan minuman istri terdakwa.  

                                                           
3
 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa, 

narkotika golongan 1 (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan apa pun, 

kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa 

menggunakan narkotika golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki surat 

persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. Sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika 

golongan 1 (satu) terhadap orang lain yaitu istrinya dilakukan secara tanpa 

hak dan melawan hukum. 

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa pernah 

menanyakan masalah Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman terdakwa 

yang bekerja di BNNK Sanggau namun hal tersebut hanya sebatas obrolan 

dan tidak dilakukan secara resmi oleh terdakwa tersebut. 

Menurut penulis, tidak setiap orang dalam arti perorangan berhak 

untuk menguasai, menanam, menggunakan serta melakukan kegiatan 

produksi atau pengolahan narkotika. Hak merupakan kewenangan untuk 

melakukan suatu perbuatan. Hak tersebut melekat dan diberikan atas dasar 

ketentuan undang-undang.
4
 Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang 

narkotika mengatur bahwa, yang berhak untuk memperoleh, menanam, 

menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta setelah mendapatkan izin 

                                                           
4
 A.R Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan..., 268. 
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dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Pasal 11 juga menjelaskan bahwa, yang berhak untuk 

memproduksi narkotika adalah industri farmasi tertentu yang telah memiliki 

izin khusus dari Menteri.
5
 Sehingga meskipun terdakwa telah  mempunyai 

inisiatif untuk mengajukan permohonan secara resmi mengenai masalah 

ganja tersebut, terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari Menteri 

Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena yang berhak 

mendapatkan izin untuk menanam serta menggunakan narkotika dalam 

rangka produksi (kegiatan pengolahan untuk farmasi) adalah badan hukum 

yang mempunyai hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang.  

Putusan hakim harus dilandasi oleh pertimbangan yang jelas dan 

cukup. Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat 

hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang 

meringankandan memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang dieriksa 

dan menjadi bagian yang tidak terputuskan dengan putusan.
6
 Pasal 53 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menjelaskan bahwa, pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada 

alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
7
  

                                                           
5
 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

6
 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

7
 Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara No. 

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, tidak ditemukan hal hal yang dapat 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 

maupun alasan pemaaf. Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan 

pembelaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa, 

perbuatan terdakwa yang telah menanam ganja untuk mengobati istrinya 

adalah suatu perbuatan yang tergolong sebagai Overmacht sebagaimana 

diatur dalam pasal 48 KUHP. Selama dipersidangan Penasihat hukum 

terdakwa tidak pernah menghadirkan seorang Ahli dibidang medis yang 

dapat mendukung pernyataan dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya 

mengenai manfaat tanaman ganja tersebut.  

Artikel yang berjudul ‚Soal Ganja Untuk Pengobatan, Ini Kata 

Menteri Kesehatan‛ menjelaskan bahwa, ‚di Indonesia hingga saat ini belum 

ada penelitian yang dilakukan terkait manfaat ganja untuk pengobatan, dan 

belum ada rencana dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian 

terkait ganja tersebut.‛
8
 Sehingga terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak 

dapat menghadirkan seorang saksi Ahli dibidang medis yang dapat 

mendukung pernyataan terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoi 

terdakwa. 

Terdakwa meyakini bahwa ganja tersebut dapat digunakan sebagai 

obat berdasarkan berbagai informasi yang terdakwa peroleh dari buku dan 

                                                           
8
 Kompas.com, Soal Ganja untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan,  

https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.men

teri.kesehatan, diakses pada 24 Maret 2019. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.menteri.kesehatan
https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.menteri.kesehatan
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internet. Artikel yang ditulis oleh seorang warga negara Kadana, Asna Evan 

menyatakan bahwa ia juga menderita penyakit kista sum-sum tulang 

belakang (Syringomyelia) dan kondisinya lebih baik setelah menggunakan 

ganja sebagai obat. 

Sebelum menjatuhkan putusan seharusnya majelis hakim 

mempertimbangkan dan menguraikan telebih dahulu syarat-syarat 

terpenuhinya suatu keadaan darurat (overmach) untuk mengetahui apakah 

keadaan yang dialami oleh terdakwa dan istrinya tersebut termasuk dalam 

keadaan darurat atau tidak.  

Keadaan darurat merupakan salah satu bentuk daya paksa 

(overmacht) yang pada umumnya terdapat dalam salah satu bentuk kejadian 

seperti berikut:
9
 

1. Adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum. 

2. Adanya pertentangan antara kepentingan dan kewajiban hukum. 

3. Adanya pertentangan antara dua kewajiban hukum 

Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh terdakwa, peneliti dapat 

menyatakan bahwa terdapat pertentangan antara kepastian dan kewajiban 

hukum. Disatu sisi terdakwa mempunyai kepentingan untuk mengobati 

istrinya yang sedang sakit kista sum-sum tulang belakang, namun disisi lain 

terdakwa sebagai warga negara Indoneisa dituntut untuk mentaati segala 

peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dalam hal ini adalah UU No. 

35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

                                                           
9
 Guse Prayudi, Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting untuk Diketahui,  (Jakarta: Boya 

Book,2008), 92. 
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Menurut Mr.Tirtaadimadjaja, syarat-syarat agar keadaan darurat 

dapat diterima apabila:
10

 

1. Harus ada suatu perimbangan antara kepentingan yang dipertahankan 

dan kepentingan yang dikorbankan oleh perbuatan itu.  

Kepentingan yang dipertahankan oleh terdakwa dalam hal ini 

adalah mengobati istrinya yang sedang sakit kista sum-sum tulang 

belakang dengan menggunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja. 

Narkotika golongan 1 (satu) merupakan narkotika yang dilarang untuk 

digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga perbuatan 

terdakwa tersebut melanggar UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Orang yang bertindak dalam keadaan yang memaksa itu tidak boleh 

mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan diri.  

Istri terdakwa, Yeni Riawati menderita penyakit kista sum-sum 

tulang belakang (Syringomyelia) sejak tahun 2013. Terdakwa sudah 

melakukan berbagai upaya untuk mengobati istrinya baik secara medis 

maupun pengobatan alternatif, namun kondisi istrinya tidak kunjung 

membaik bahkan semakin memburuk. Satu-satunya cara untuk 

mengobati penyakit ini adalah melalui operasi dengan membelah tulang 

belakang untuk mengeluarkan cairan (kista) di dalam tulang belakang. 

Kondisi istri terdakwa sudah sangat lemah dan terlalu beresiko untuk 

dilakukan operasi. Sementara dari pihak rumah sakit sudah tidak ada 

lagi penanganan medis yang dapat dilakukan, sehingga dokter 

                                                           
10

 Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57. 
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menyarankan kepada terdakwa untuk mengistirahatkan istrinya 

dirumah. 

3. Orang yang bertindak dalam keadaan memaksa itu, tidak boleh seorang 

yang karena pekerjaannya atau kewajibannya harus menentang segala 

bahaya untuk melakukan pekerjaan atau kewajibannya itu, bahkan 

dengan mengorbankan nyawanya. Misalnya anak buah kapal, anggota 

barusa pemadam api dsb.  

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti syarat-syarat mengenai 

keadaan darurat telah terpenuhi. Terdakwa melakukan tindak pidana 

tersebut karena keadaan darurat yang dialaminya. Keadaan darurat 

merupakan bentuk daya paksa relatif yang diatur dalam pasal 48 KUHP yang 

bunyinya, ‚barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, 

tidak dipidana.‛
11

 Daya paksa relatif merupakan alasan pemaaf yang dapat 

menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan merupakan hubungan antara 

keadaan batin atau psikis pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang 

dilakukannya.  

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak di dasari atas niat 

jahat atau mencelakakan orang lain. Namun dengan demikian, penggunaan 

narkotika sebagai obat tetaplah harus berdasarkan resep, atau pengawasan 

dari seorang Dokter. Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan narkotika 

tanpa pembatasan dan pengawasan yang sesakma dapat menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan.  

                                                           
11

 Undang-Undang Nomor 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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Penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanggau 

terhadap terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Suariyo 

selain sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa, juga merupakan bentuk sarana edukasi masyarakat agar tidak 

melakukan hal yang serupa dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu 

tindakan. 

 

 

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika 

Golongan I (satu) terhadap orang lain 

 
Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai jarimah apabila telah 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
12

 

1. Al-Rukn al-Syar’i@ 

Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang 

disertai ancaman hukuman. Setiap perbuatan tidak dianggap melawan 

hukum dan pelaknya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau 

undang-undang yang mengaturnya. 

2. Al-Rukn al-Māddi@ 

Adanya perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa 

melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 

diharuskan. 

3. Al-Rukn al- Adabi@ 

                                                           
12

 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 3. 
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Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khiṭhāb atau 

dapat memahami takli@f, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, 

sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.  

Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo 

dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap 

orang lain  sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 1 UU No. 35 tahun 

2009 tentang Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1(satu) 

jenis ganja terhadap istinya. Bunga ganja tersebut terdakwa olah menjadi 

ekstrak atau minyak yang kemudian terdakwa oleskan pada luka yang 

terdapat di punggung istri terdakwa. Sebagian ganja yang lainnya terdakwa 

campur ke dalam makanan dan minuman istri terdakwa. Terdakwa 

mengetahui tanaman ganja tersebut dilarang di Indonesia untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur-unsur jarimah dari 

perbuatan tersebut telah terpenuhi. Menurut prespektif hukum pidana Islam, 

perbuatan menggunakan narkotika golongan 1 (satu) terhadap orang lain 

tidak termasuk pada kategori jarimah qishas atau ḥadd, karena tidak ada 

dalil yang jelas menyebutkan hukuman terhadap perbuatan tersebut baik 

dalam Alquran maupun Hadis. Oleh karena itu, tindak pidana menggunakan 

narkotika golongan 1 (satu) terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai 
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jarimah ta’zi@r. Sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman takzir, dan untuk 

penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa.
13

 

Islam mengharamkan banyak sekali makanan dan minuman untuk 

melindungi jiwa dan akal manusia. Sebab dari setiap yang di haramkan 

dalam Islam adalah karena adanya kemudaratan bagi seseorang, masyarkat 

atau agama.
14

 Walaupun telah banyak ketentuan haram, Islam masih 

membolehkan dalam keadaan tertentu untuk mengkonsumsinya. Allah SWT 

telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 173 dan surat al-An’am ayat 

199, yaitu: 

                               

                     15 

 

Artinya: ‚Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan 

terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak 

(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ (al-Baqarah ayat 

173) 

 

                                

                                  

      16 

 

                                                           
13

 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 3. 
14

 Al Ahmady Abu An Nur, Ihdzaru Al Mukhaddiraaat, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: 

Darul Falah, 2000), 159. 
15

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya, (Semarang: Cv Asy  

Syifa‟, 2001), 57. 
16

 Ibid., 300. 
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Artinya: ‚Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang 

yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, 

padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa 

yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 

memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar 

benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 

tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang melampaui batas.‛ (al An’am ayat 119) 

 

Terdapat kaidah fiqiyah yang menyatakan bahwa: 

  لمحرْظرُورْ رَ ا  رُ رِ رْ رُ   الضَّ رُ رْ رَ ارُ 

‚Kedaruratan membolehkan yang haram‛ 

Berdasarkan batasan darurat yang diberikan oleh para ulama, keadaan 

berobat bisa disebut sebagai bentuk dharurat.
17

 Dharurat adalah sesuatu yang 

tingkat keperluannya mencapai tingkat keadaan yang paling sulit, sehingga 

orang tersebut berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta, dan 

sejenisnya. Keadaan Darurat menjadikan seseorang keluar dari kaidah 

perundangan Islam yang telah menetapkan hukum haram, sebagai pembelaan 

diri untuk menolak bahaya atau hal serupa dalam penyakitnya. 

Terdapat empat syarat supaya suatu keadaan dapat dikatakan sebagai 

keadaan darurat, yaitu: 
18

 

1. Keadaan darurat harus memaksa sekali, sehingga pembuat mendapati 

dirinya atau orang lain dalam keadaan dimana jiwa atau bagian 

badannya dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan. 

                                                           
17

 Yusur Qardhawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi dkk, 

(Solo: Era Intermedia, 2007), 84. 
18

 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinā’i al Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ’iy, 

diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 235. 
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2. Keadaan darurat benar-benar terjadi bukan hanya sekedar dinantikan 

kejadiaannya. 

3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari  keadaan darurat kecuali harus 

melakukan jarimah atau larangan. 

4. Dalam menghindarkan keadaan darurat hanya dipakai tindakan 

seperlunya, dan tidak berlebih-lebihan. 

Keadaan yang dialami oleh terdakwa telah memenuhi syarat-syarat 

keadaan darurat. Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis 

ganja terhadap isrinya karena keadaan darurat yang dialaminya saat itu. 

Terdakwa mendapati istrinya dalam keadaan dimana jiwa atau bagian 

badannya dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan karena penyakit kista 

sum-sum tulang belakang yang dideritanya.  

Terdakwa sudah melakukan berbagai upaya untuk mengobati 

istrinya, namun kondisi istri terdakwa tidak kunjung membaik hingga 

mengalami lumpuh dan tidak bisa lagi untuk makan. Sementara dari pihak 

rumah sakit sudah tidak ada lagi upaya medis yang dapat dilakukan.  

Terdakwa merasa putus asa dan sudah tidak ada jalan lain untuk 

menghindari keadaan darurat tersebut. Terdakwa meyakini bahwa ganja 

tersebut merupakan salah satu obat yang dapat mengobati istrinya 

berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku dan internet.  

Pada dasarnya hukum mengkonsumsi barang memabukkan sebagai 

obat adalah haram, sebagaimana Allah SWT telah mengharamkan bangkai, 

darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. 
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Namun dalam keadaan tertentu, hukum mengonsumsi barang memabukkan 

dengan ukuran atau kadar semestinya untuk tujuan pengobatan adalah 

mubah (boleh), dengan syarat bahwa pengobatan tersebut harus 

direkomendasikan oleh seorang dokter muslim yang terpercaya dalam hal 

pengalaman dan agamanya, tidak ditemukan obat lain selain obat haram 

tersebut, serta penggunaannya tidak boleh melebihi kebutuhannya 

(proposirnya).
19

 

Terdakwa meyakini bahwa ganja dapat digunakan untuk mengobati 

penyakit istrinya berdasarkan artikel salah satu hasil penelitian dari seorang 

Dokter yang berasal dari Israel yang menyatakan bahwa, kandungan yang 

terdapat pada ganja mampu untuk mengobati beberapa penyakit kanker, 

efilepsi dan lainlain.  

Perbuatan terdakwa menggunakan ganja untuk mengobati istrinya 

dalam keadaan darurat hukumnya mubah (boleh), apabila terbukti bahwa 

perbuatan tersebut dilakukan atas dasar rekomendasi seorang Dokter Muslim 

yang terpercaya. Namun, menurut sebagian golongan al-Zaidiyah, bolehnya 

mengkonsumsi barang haram sebagai obat dalam keadaan darurat tidak harus 

berdasarkan rekomendasi seorang Dokter Muslim yang terpercaya, cukup 

berdasarkan keyakinannya bahwa ia akan selamat dengan menggunakannya 

maka ia boleh menggunakan barang haram tersebut. Jika ia tidak yakin akan 

kesembuhan karena terdapat berita yang menyatakan bahwa tidak ada 

kesembuhan dengan menggunakannya, maka batalah perkiraan akan 

                                                           
19

 Yusur Qardhawi, Al-Halal wa Al-Haram..., 84. 
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dicapainya kesembuhan sehingga ia tidak dibenarkan menggunakan barang 

haram tersebut.
20

 

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jarimah, 

sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Terdakwa 

menggunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja terhadap isrinya 

karena keadaan darurat yang dialaminya saat itu. Terdakwa mendapati 

istrinya dalam keadaan dimana jiwa atau bagian badannya dikhawatirkan 

akan mengalami kebinasaan karena penyakit kista sum-sum tulang belakang 

yang dideritanya.  

Hukum keadaan darurat berbeda-beda menurut jenis perbuatannya, 

perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah yang hukumannya dihapuskan 

karena keadaan darurat. Perbuatan terdakwa tetap dilarang dan dianggap 

sebagai jarimah, tetapi ia dimaafkan dari hukuman karena  keadaan darurat 

yang menimpanya. Namun, diantara syarat penggunaan barang yang 

memabukkan sebagai obat, terdakwa tidak menggunakannya berdasarkan 

resep atau rekomendasi dari seorang dokter muslim yang terpercaya baik dari 

segi agama maupun pengalamannya sekaligus. Sehingga perbuatan terdakwa 

dalam menggunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja untuk 

mengobati istrinya dalam keadaan darurat tetap tidak dibenarkan, karena 

penggunaan narkotika sebagai obat tanpa batasan dan pengawasan yang 

seksama dari seorang Dokter dapat memberikan dampak negatif yang sangat 

merugikan terhadap pengguna atau pemakai narkotika tersebut.

                                                           
20

 Wahbah Az-Zuhaili, Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar’iyah, diterjemahkan oleh Said Agil 

Husain al-Munawar dan Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 90. 
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BAB V 

PENUTUP\ 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis serta permbahasan yang telah dipaparkan 

oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag telah diputus berdasarkan dakwaan 

alternatif ke tiga yaitu pasal 116 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang 

narkotika, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda 

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) 

bulan. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan keadaan yang 

memberatkan serta meringankan terdakwa, hakim tidak menemukan hal-

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai 

alasan pembenar maupun alasan pemaaf. 

2. Tindak pidana penggunaan narkotika golongan 1 (satu) terhadap orang 

lain termasuk ke dalam kategori jarimah ta’zi@r, karena tidak ada dalil 

yang menjelaskan hukuman atas perbuatan tersebut baik dalam Alquran 

maupun Hadis. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jarimah 

dan dapat dijatuhi hukuman karena diantara syarat penggunaan barang 

yang memabukkan sebagai obat, terdakwa tidak menggunakannya 

berdasarkan resep atau rekomendasi dari seorang dokter muslim yang 

terpercaya baik dalam hal pengalaman dan agamanya sekaligus.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam bab akhir skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Para hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu 

perkara diharapkan agar lebih aktif untuk menggali fakta-fakta dan 

mempertimbangkan suatu perkara, sehingga putusan yang diberikan 

dapat sesuai dengan prinsip keadilan.  

2. Diharapkan kepada menteri kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan 

untuk melakukan penelitian untuk mengetahui manfaat yang terkandung 

dalam ganja. Mengingat bahwa dasar pembentukan Undang-Undang No. 

35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk menjamin menjamin 

ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu 

pengetahuan.  
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